BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 181 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

Menimbang

Mengingat

DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara Indonesia = Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7040);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah  yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM
adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian,
pendidikan, dan pelatihan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat
Daerah.

Rencana Strategis BKPSDM yang selanjutnya
disebut Renstra BKPSDM adalah dokumen
perencanaan BKPSDM untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.



11.

12.
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Rencana Kerja BKPSDM yang selanjutnya disebut
Renja BKPSDM adalah dokumen perencanaan
BKPSDM untuk periode 1 (satu) tahunan.

Rencana Kerja dan Anggaran BKPSDM yang
selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan sub kegiatan pada BKPSDM,
serta pagu anggaran sementara yang didasarkan
atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS
APBD.

Pasal 2

Renja BKPSDM adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan BKPSDM untuk periode 1 (satu) tahun
berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun
2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra
BKPSDM Tahun 2025-2029.

(1)

(2)

(1)

Pasal 3

Renja BKPSDM Tahun 2026 merupakan

penjabaran dari rancangan Renstra BKPSDM

Tahun 2025-2029 yang akan digunakan BKPSDM

untuk melaksanakan rencana kerja BKPSDM;

Renja BKPSDM Tahun 2026 sebagaimana pada

ayat (1) bertujuan untuk:

a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, serta
evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana
kerja BKPSDM tahun lalu dan capaian kinerja
pelayanan BKPSDM;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan
sinergisitas antara Renja BKPSDM dengan
dokumen RKPD dan Renstra BKPSDM;

c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program
dan penganggaran dengan memperhatikan
kerangka regulasi dan kerangka anggaran
BKPSDM yang telah ditetapkan pagu dan
indikatifnya; dan

d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4
Renja BKPSDM digunakan sebagai salah satu
dasar penyusunan RKA PD.



(2)

(1)

(2)
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Renja BKPSDM selanjutnya menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung
yang mengatur mengenai Renstra BKPSDM Tahun
2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA BKPSDM

Pasal 5

Isi dan uraian dokumen Renja BKPSDM Tahun

2026 disusun dengan sistemika:

a. bab I latar belakang dan dasar hukum;

b. bab II hasil evaluasi Renja BKPSDM tahun
lalu;

c. bab IIl tujuan dan sasaran;

d. bab IV rencana kerja dan pendanaan
perangkat daerah;

e. bab V penutup; dan

f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Isi dan wuraian dokumen Renja BKPSDM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA

BKPSDM

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja BKPSDM menjadi lampiran
yang tidak terpisahkan dalam Renja BKPSDM meliputi:

a.

semua ketetapan indikator kinerja dan pagu
indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab
BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsi
BKPSDMV,;

target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah
menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah
disepakati bersama DPRD;

perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi
dengan berita acara atau risalah rapat antara
BKPSDM dengan DPRD; dan



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)
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perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana  dimaksud pada  huruf ¢
dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan
Renja BKPSDM.

Pasal 7
BKPSDM membuat laporan realisasi kinerja dan
anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja
BKPSDM.
Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja
BKPSDM disampaikan kepada Bupati melalui
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah.
Laporan realisasi kinerja dan  anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan masukan dan pertimbangan untuk
penyusunan tahun  berikutnya  dan/atau
perubahan Renja BKPSDM tahun berjalan.
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi
kendala atau permasalahan teknis maka dapat
disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Kepala BKPSDM melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM
dan evaluasi hasil Renja BKPSDM sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan
Daerah.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan
Daerah  melakukan  verifikasi atas  hasil
pengendalian dan evaluasi yang dilakukan
BKPSDM terhadap pelaksanaan dan hasil Renja
BKPSDM.

Kepala BKPSDM menindaklanjuti hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja
BKPSDM.

Pengendalian pelaksanaan Renja BKPSDM
dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA BKPSDM

Pasal 9

Renja BKPSDM dapat diubah apabila :

a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.

b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil
pengendalian dan evaluasi yang dimaksud
dalam pasal 8; dan

c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan
sasaran BKPSDM beserta target indikatornya,
sebagaimana tertuang didalam Renstra
BKPSDM Tahun 2025-2029.

Perubahan Renja  BKPSDM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang

terdiri dari :

a. pagu anggaran program;

b. kegiatan dan sub kegiatan;

c. perubahan target indikator kinerja program,;
dan

d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan
pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja
BKPSDM tahun 2026.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

perundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 181



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 181 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

[.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu
organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil
kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama
untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut.
Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan
merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan
kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan
terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir
tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan
dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk
mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja
Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah
yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang
diserta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah.
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Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat
Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif.
Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja
BKPSDM Kabupaten Bandung harus mendukung dalam mewujudkan
visi pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang tercantum
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa
Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 akan menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026. Sedangkan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi
acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen
Pelaksanaaan Anggaran SKPD.

[.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung
di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7040);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146); dan

Peraturan Bupati Bandung tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 36).

[.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2026 disusun sebagai
dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program
dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bandung. Renja menjadi penting untuk
dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa
implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai
perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Bandung pada tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan Renja Badan
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Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Bandung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Tahun 2026;

Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan

kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional

Tahun 2026.

[.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun

2026

terdiri dari S (lima) bab yang dapat diuraian dalam sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I

1.1
1.2
1.3
1.4

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1.

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
Tahun 2021-2026

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung



2.3

2.4
2.5

BAB III

3.1.
3.2.

3.3.

15

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bandung

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
Tahun 2026

Program dan  Kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

Tahun 2026

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V

PENUTUP
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BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025

[1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun
2025 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2024 terdapat pelaksanaan 3 (Tiga)
Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 55 (Lima Puluh Lima) Sub
Kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD
sebesar Rp. 50.014.486.578,- (Lima Puluh Milyar Empat Belas Juta
Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh
Delapan Rupiah), Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut
di atas, terealisasi sebesar Rp. 41.415.463.468,- (Empat Puluh Satu
Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga
Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), atau sebesar

82,81%.

[I1.1.1 Capaian Keberhasilan Program

Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun
Anggaran yaitu tahun 2024 secara umum berhasil dengan rata-rata
persentase capaian program 105.67%. Di bawah ini tabel capaian
keberhasilan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung.
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Tabel 2. 1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan
Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang dievaluasi

%

%

. . Dievaluasi Kinerja Keuangan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) K [ RP K | RP
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Kategori Nilai AKIP Perangkat Daerah 79 | Poin Rp26.911.721.418.00 84,65 | Poin Rp22.522.335.513,00 107,15% 83,69%
DAERAH KABUPATEN /KOTA p=0. ’ ’ ’
Presentase Aset Dalam Kondisi Baik 93 | Persen 97,18 | Persen 104,49%
Perencanaan, Penganggaran, Presentase Ketersedian Dokumen
dan Evaluasi Kinerja Perangkat P . 100 | Persen Rp20.908.700,00 | 100,00% | Persen Rp20.834.200,00 100,00% 99,64%
Daerah erencanaan dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 4 | Dokumen Rp4.908.700,00 4 | Dokumen Rp4.908.700,00 |  100,00% 100,00%
Perencanaan Perangkat Daerah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 2 | Dokumen Rp2.000.000,00 2 | Dokumen Rp1.995.700,00 100,00% 99,79%
Dokumen RKA-SKPD
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 | Dokumen Rp2.000.000,00 2 | Dokumen Rp1.994.000,00 100,00% 99,70%
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 2 | Dokumen Rp3.000.000,00 2 | Dokumen Rp2.981.800,00 100,00% 99,39%
DPA-SKPD
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 | Dokumen Rp3.000.000,00 2 | Dokumen Rp2.982.000,00 100,00% 99,40%
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 | Laporan Rp2.000.000,00 1 | Laporan Rp1.995.200,00 100,00% 99,76%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
g‘;";lr‘;fl Kinerja Perangkat %‘ggfﬁ Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 7 | Laporan Rp4.000.000,00 7 | Laporan Rp3.976.800,00 |  100,00% 99,42%
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan
Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang dievaluasi

%

%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) K Dievaluasi RP K RP Kinerja Keuangan
Administrasi Keuangan Persentase ketersediaan dokumen 100 | Persen Rp24.957.556.264,00 | 97,44% | Persen Rp20.984.382.568,00 |  97,44% 84,08%
Perangkat Daerah keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan o o
ASN Tunjangan ASN 65 | Orang/bulan Rp27.435.109.464,00 60 | Orang/bulan | Rp20.961.944.768,00 92,31% 76,41%
. . Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Keuangan Akhir Tahun p . 1 | Laporan Rp9.136.000,00 1 | Laporan Rp9.129.200,00 100,00% 99,93%

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
SKPD

Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 8 | Laporan Rp13.310.800,00 8 | Laporan Rp13.308.600,00 100,00% 99,98%
Triwulanan/ Semesteran SKPD Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Persentase orang yang mengikuti sosialisasi o o o
Perangkat Daerah dan bimbingan teknis 0 | Persen Rp0,00 0,00% | Persen Rp0,00 0,00% 0,00%
Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi o o
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan 0 | Orang Rp0,00 0 | Orang Rp0,00 0,00% 0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan

g p Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 0 | Orang RpO0,00 0 | Orang Rp0,00 0,00% 0,00%

Peraturan Perundang-Undangan

Undangan
Administrasi Umum Perangkat | Persentase ketersediaan operasional 100 | Persen Rp475.858.554,00 | 113,76% | Persen Rp424.668.736,00 |  113,76% 89,24%
Daerah perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang 1 | Paket Rp15.000.000,00 1 | Paket Rp14.705.100,00 100,00% 98,03%
Kantor Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan o o
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan 2 | Paket Rp73.200.000,00 2 | Paket Rp72.083.200,00 100,00% 98,47%
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 | paket Rp43.000.000,00 1 | Paket Rp42.505.900,00 100.00% 08 .85%
Kantor Disediakan ) ) ’ ) ) ’ ’ ’
Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 | paket Rp103.658.554,00 1 | Paket Rp96.731.912,00 100,00% 93,32%

Penggandaan

Penggandaan yang Disediakan
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan
Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang dievaluasi

%

%

. . Dievaluasi Kinerja Keuangan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) K RP K RP
Penvediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Y Peraturan Perundang-Undangan yang 3 | Dokumen Rp11.000.000,00 3 | Dokumen Rp10.120.000,00 100,00% 92,00%
Peraturan Perundang-undangan Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 | Laporan Rp15.000.000,00 12 | Laporan Rp14.980.000,00 100,00% 99,87%
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat o o
Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Koordinasi dan Konsultasi SKPD 164 | Laporan Rp215.000.000,00 322 | Laporan Rp173.542.624,00 196,34% 80,72%
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase ketersediaan barang milik
Penunjang Urusan Pemerintah daerah & 100 | Persen Rp43.078.300,00 | 120,00% | Persen Rp38.841.000,00 120,00% 90,16%
Daerah
Pepgadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Un}t Peralatan dan Mesin Lainnya 5 | Unit Rp43.078.300,00 6 | Unit Rp38.841.000,00 120,00% 90,16%
Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Presentase Ketersedian Jasa Penunjang 100 | Persen Rp966.350.600,00 | 100,26% | Persen Rp821.937.354,00 |  100,26% 85,06%
Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat fd‘;f;i};aﬁaporan Penyediaan Jasa Surat 9000 | Laporan Rp12.000.000,00 9070 | Laporan Rp9.750.000,00 |  100,78% 81,25%
Penvediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Y - s Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 | Laporan Rp100.000.000,00 12 | Laporan Rp38.978.074,00 100,00% 38,98%
Sumber Daya Air dan Listrik s
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan o o
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 | Laporan Rp0,00 0 | Laporan Rp0,00 0,00% 0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa o o
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 | Laporan Rp854.350.600,00 12 | Laporan Rp773.209.280,00 100,00% 90,50%
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Persentase aset dalam kondisi baik 93% | Persen Rp447.969.000,00 97,18% | Persen Rp231.671.655,00 104,49% 51,72%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, .
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
i . Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 0 | Unit RpO0,00 0 | Unit Rp0,00 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas dan dib kan Paiak
atau Kendaraan Dinas Jabatan an dibayarkan rajaxnya
P(.eny ediaan qasa Pemehh araar, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan o . . . o o
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 21 | Unit Rp202.969.000,00 21 | Unit Rp187.428.655,00 100,00% 92,34%

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Pajak dan Perizinannya




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan
Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang dievaluasi

%

%

. . Dievaluasi Kinerja Keuangan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) K RP K RP
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 27 | Unit Rp40.000.000,00 27 | Unit Rp39.293.000,00 |  100,00% 98,23%
Mesin Lainnya Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Gedung Kantor dan Bangunan Lai g lih ireh. glil . 1 | Unit Rp200.000.000,00 O | Unit Rp0,00 0,00% 0,00%
Lainnya ainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
gzg;ilahggiag 1{ aiz?zﬁiltam Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 | Unit Rp5.000.000,00 1 | Unit Rp4.950.000,00 100,00% 99,00%
Pendukung Gedung Kantor atau R . o
. yang Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
Penataan Organisasi Preseptasg Ketersedian Dokumen Ke O | Persen Rp0,00 0,00% | Persen Rp0,00 0,00% 0,00%
Organisasian

Pengelolaan Kelembagaan dan Jumlah Dokumen Pengelolaan o o
Analisis Jabatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 | Dokumen Rp0,00 0 | Dokumen Rp0,00 0,00% 0,00%
JUMLAH 1 Rp26.911.721.418,00 Rp22.522.335.513,00 107,15% 83,69%
DROSRAM KEPEGAWAIAN hata-rata persentase manajemen layanan 87 | Persen Rp11.554.148.660,00 | 127,26% | Persen Rp7.499.019.895,00 |  127,26% 64,90%
Pencadaan. Pemberhentian dan Persentase Fasilitasi Pengadaan,

g . X Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 100 | Persen Rp9.039.886.946,00 100,01% | Persen Rp5.282.179.203,00 100,01% 58,43%
Informasi Kepegawaian ASN ASN
Perumusan Bahan Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan o o
Pengadaan ASN Kebijakan Pengadaan ASN 1 | Dokumen Rp28.211.454,00 1 | Dokumen Rp27.445.500,00 100,00% 97,28%
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah o o
Jabatan untuk Pelaksanaan Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 1| Dokumen Rp48.750.000,00 1 | Dokumen Rp38.060.500,00 100,00% 78,07%
Pengadaan ASN ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan o o
Pengadaan PNS dan PPPK Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 | Dokumen Rp8.318.034.000,00 2 | Dokumen Rp4.682.245.320,00 100,00% 56,29%
Evaluasi Pengadaan ASN dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan o o
Pengadaan ASN ASN 1 | Laporan Rp15.000.000,00 1 | Laporan Rp9.088.500,00 100,00% 60,59%
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi o o
Administrasi Pemberhentian Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1200 | Dokumen Rp94.840.000,00 1073 | Dokumen Rp71.800.000,00 89,42% 75,71%
Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 1 | Dokumen Rp60.000.000,00 1 | Dokumen Rp44.865.900,00 |  100,00% 74,78%

Pemberhentian ASN
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan
Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang dievaluasi

%

%

. . Dievaluasi Kinerja Keuangan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) K RP K RP
P . Jumlah Lembaga Profesi ASN yang o o
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Difasilitasi 2 | Lembaga Rp200.000.000,00 2 | Lembaga Rp153.830.200,00 100,00% 76,92%
Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem 1 | Dokumen Rp239.051.492,00 1 | Dokumen Rp223.161.283,00 |  100,00% 93,35%
Kepegawaian Informasi Kepegawaian
Pengelolaan Data Kepegawaian f{‘;lfgga;“g;’;umen Hasil Pengelolaan Data | 564, | poxumen Rp18.000.000,00 5533 | Dokumen Rp18.000.000,00 |  110,66% 100,00%
Evaluasi Data. Informasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data,
. > . Informasi dan Sistem Informasi 1 | Laporan Rp18.000.000,00 1 | Laporan Rp13.682.000,00 100,00% 76,01%
Sistem Informasi Kepegawaian .
Kepegawaian
. . Persentase ASN yang Terfasilitasi Mutasi o o o
Mutasi dan Promosi ASN dan Promosi 90 | Persen Rp942.500.000,00 198,13% | Persen Rp794.057.120,00 198,13% 84,25%
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Pengelolaan Mutasi ASN Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 40 | Dokumen Rp152.500.000,00 128 | Dokumen Rp128.482.000,00 |  320,00% 84,25%
Administrasi, Jabatan Pelaksana dan
Mutasi ASN antar Daerah
i‘;rf\lgel‘ﬂaan Kenaikan Pangkat | ;1. pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1750 | Dokumen Rp210.000.000,00 2177 | Dokumen Rp198.437.120,00 124,40% 94,49%
Pengelolaan Promosi ASN f,‘;;ﬂig a‘él;umen Hasil Pengelolaan 2 | Dokumen Rp580.000.000,00 3 | Dokumen Rp467.138.000,00 |  150,00% 80,54%
Pengembangan Kompetensi ASN | Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN 100 | Persen Rp1.134.641.000,00 113,40% | Persen Rp1.041.885.072,00 113,40% 91,83%
Pengelolaan Assessment Center é‘éftﬁh Dokumen Pengelolaan Assessment 251 | Dokumen Rp493.241.000,00 173 | Dokumen Rp465.624.222,00 68,92% 94,40%
Pengelolaan Pendidikan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan | = 54, | 5ran, Rp470.970.000,00 344 | Orang Rp429.158.000,00 |  114,67% 91,12%
Lanjutan ASN Lanjutan
Sosialisasi dan Penyebaran Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan
Informasi Jabatan Fungsional Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional 0 | Dokumen RpO0,00 0 | Dokumen Rp0,00 0,00% 0,00%
ASN ASN
i‘;‘ﬁbmaan Jabatan Fungsional | ;.\ 1.1, ASN Fungsional yang Dibina 40 | Orang Rp100.000.000,00 40 | Orang Rp80.152.000,00 100,00% 80,15%
Fasilitasi Pengembangan Karir Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang o o
dalam Jabatan Fungsional Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 40 | Orang Rp70.430.000,00 68 | Orang Rp66.950.850,00 170,00% 95,06%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Persentase ASN Yang Berkinerja Baik 95 | Persen Rp437.120.714,00 | 97,50% | Persen Rp380.898.500,00 97,50% 87,14%

Aparatur
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan
Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang dievaluasi

%

%

. . Dievaluasi Kinerja Keuangan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) K RP K RP
Penvusunan Kebiiakan Penilaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan

yu _ebyal Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 1 | Dokumen Rp61.730.000,00 1 | Dokumen Rp45.773.000,00 100,00% 74,15%
dan Evaluasi Kinerja Aparatur Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 2 | Dokumen Rp178.500.000,00 2 | Dokumen Rp154.084.700,00 |  100,00% 86,32%
Evaluasi Kinerja Aparatur Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Evaluasi Hasil Penilaian dan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil o o
Evaluasi Kinerja Aparatur Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 | Laporan Rp0,00 0 | Laporan Rp0,00 0,00% 0,00%
Pengelolaan Pemberian o o o
Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 0 | Orang RpO0,00 0 | Orang Rp0,00 0,00% 0,00%
iggfg}gaan Tanda Jasa Bagi Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 326 | Orang Rp8.776.000,00 326 | Orang Rp8.140.000,00 |  100,00% 92,75%
Pembinaan Disiplin ASN ‘I?;g:ﬁ;éig yang Mendapatkan Pembinaan | 44 | 5 45, Rp40.000.000,00 13 | Orang Rp37.378.000,00 |  32,50% 93,45%
Pengelolaan Penyelesaian Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan o o
Pelanggaran Disiplin ASN Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20 | Laporan Rp101.149.500,00 20 | Laporan Rp90.106.400,00 100,00% 89,08%
Pelayanan Proses Izin Perceraian | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian 40 | Dokumen Rp31.965.214,00 60 | Dokumen Rp31.949.600,00 |  150,00% 99,95%
Pegawai Pegawai yang Dilayani
Evaluasi Disiplin ASN i‘é‘&ﬂah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin 1 | Laporan Rp15.000.000,00 1 | Laporan Rp13.466.800,00 |  100,00% 89,78%
JUMLAH 2 Rp11.554.148.660,00 Rp7.499.019.895,00 127,26% 64,90%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN ) ) . , ) o
SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Peningkatan Kompetensi ASN 79% | Persen Rp11.548.616.500,00 82,59% | Persen Rp11.394.108.060,00 82,59% 98,66%
Pengembangan Kompetensi Persentase ASN yang memenuhi Standar 3% | Persen Rp950.460.000,00 2,87% | Persen Rp904.666.500,00 |  95,54% 95,18%
Teknis Kompetensi Teknis
Penyusunan Kebijakan Teknis Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana
dan rencana Pengembangan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,
Kompetensi Teknis Umum, Inti, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
dan pilihan bagi Jabatan Penyelenggara Urusan Pemerintahan 1 | Dokumen Rp135.000.000,00 1 | Dokumen Rp113.738.500,00 100,00% 84,25%

Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah

Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum yang
Disusun
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan
Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang dievaluasi

%

%

. . Dievaluasi Kinerja Keuangan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) K RP K RP
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti,
dan pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan | ;574 | grang Rp780.460.000,00 1620 | Orang Rp760.050.000,00 |  86,63% 97,38%
Urusan Pemerintahan Kompetensi
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Pembinaan, Pengoordinasian,
Fa3111ta§1, Pemantauan, Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,
Evaluasi, dan Pelaporan . - e

. Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,
Pengembangan Kompetensi .

- . s Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan
Teknis umum, Inti, dan pilihan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
bagi Jabatan Administrasi 1P . . . ’ 1 | Dokumen Rp35.000.000,00 1 | Dokumen Rp30.878.000,00 100,00% 88,22%
bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara
Penyelenggara Urusan .
. Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Pemerintahan Konkuren, .
. Daerah Penunjang, dan Urusan
Perangkat Daerah Penunjang, .
. Pemerintahan Umum
dan Urusan Pemerintahan
Umum
Sertifikasi, Kelembagaan, Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi,
Pengembangan Kompetensi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 3% | Persen Rp10.598.156.500,00 4,15% | Persen Rp10.489.441.560,00 138,25% 98,97%
Manajerial dan Fungsional Manajerial dan Fungsional
Penyusunan Kebl_]gkan 'Teknls Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana
dan Rencana Sertifikasi . . .
. Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan
Kompetensi, Pengelolaan
Kelembagaan, Tenaga Pengembang

Kelembagaan, Tenaga Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama,
Pengembang Kompetensi, b ’ Jar, J ’ 1 | Dokumen Rp98.040.000,00 1 | Dokumen Rp97.109.000,00 100,00% 99,05%

Sumber Belajar, Kerja Sama,
Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan

Pengembangan Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta
Jabatan Fungsional yang Disusun
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Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan

Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang dievaluasi

%

%

. . Dievaluasi Kinerja Keuangan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) K RP K RP
dan Prajabatan, serta Jabatan
Fungsional
Peny elengggraar} P.eng.embangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan
Kompetensi bagi Pimpinan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan g g npe; agl timp 2108 | Laporan Rp10.470.116.500,00 4527 | Laporan Rp10.364.694.360,00 | 214,75% 98,99%
. . . Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Tinggi, Jabatan Fungsional, . L .
. . Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Kepemimpinan, dan Prajabatan
Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelgpora_n Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,
Pelaksanaan Sertifikasi, . . RO
Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan,

Pengelolaan Kelembagaan dan .
Tenaga Pensemban Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan

g 2 g Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan 1 | Dokumen Rp30.000.000,00 1 | Dokumen Rp27.638.200,00 100,00% 92,13%
Kompetensi, Pengelolaan )

. ; Tenaga Pengembang Kompetensi,
Sumber Belajar, dan Kerja - .
Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja
Sama, serta Pengembangan
L o Sama

Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
JUMLAH 3 Rp11.548.616.500,00 Rp11.394.108.060,00 82,59% 98,66%
JUMLAH TOTAL Rp50.014.486.578,00 Rp41.415.463.468,00 105,67% 82,81%
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Walaupun secara umum capaian rencana kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dinyatakan

berhasil namun masih ada kegiatan yang capaian kinerjanya masih di

bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang

dihadapi adalah :

1.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

a) Adanya Perubahan Parsial yang menghambat terhadap proses
pencairan;

b) Masih adanya kekurangan pahaman pengelola keuangan dalam
pengoperasian SIPD.

PROGRAM PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

KEPEGAWAIAN ASN

a) Seleksi pengadaan ASN masih menunggu peraturan dan jadwal
dari Pusat;

b) Adanya peraturan yang berubah sehingga perlu kehati-hatian
dalam melaksakan kegiatan,;

c) Adanya runtutan kegiatan yang tergantung dengan sistem
periodesasi dan penjadwalan dari Instansi Vertikal; dan

d) Masih adanya pegawai dilingkungan Pemkab Bandung yang

kurang memahami dalam menggunakan Aplikasi Kepegawaian.

. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a) Adanya penyesuaian jadwal pengiriman diklat dengan jadwal
dari Lembaga Penyelenggara Diklat; dan
b) Jadwal Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan oleh

penyelenggaran kurang sesuai dengan Anggaran Kas.

II1.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian

Program Renstra

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPSDM

selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya,

harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun

sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai

kinerja kurang baik, maka beeluang untuk menetapkan target kinerja
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yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun

sebelumnya.

I1.1.3 Kebijakan/Tindakan yang Perlu Diambil

Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang
Perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak
tercapainya target kinerja program/kegiatan, secara umum dalam
upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk
penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output
kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun
kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah
direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan
tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam
DPA.

3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga
seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan

anggaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian
Renstra BKPSDM Sampai dengan 2024 diuraikan dalam tabel 2

berikut ini :
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Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM (TC.29.)

Target . s .
T tC . Realisasi Target Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Program/Kegiatan P?rﬁr:fgrlsera;;a;éf?:tjzn
arge* --apaian Kinerja Hasil Kegiatan Tahun 2024 Renja PD Tahun & g g
. . Kinerja Renstra Renstra BKPSDM Tahun 2025
Kode Rekening Uraian Program dan 2025
BKPSDM 2021 s/d . n
Tahun 2026 Keluaran Kegiatan Tingkat
s/d Tahun 2023 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 4 S 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.03.5.04.0.00.29.00 1 0 0 PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Nilai AKIP BKPSDM 80,50 Point 81,25 Point 79 Point 84,65 Point 107,15% 82,00 Point 84,70 Point 103%
g‘:ie“tase Aset Dalam Konisi 95% 92% 93% 97,18% 104,49% 94% 81% 81%
Perencanaan, Penganggaran, dan
5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,01 0 Evaluasi Kinerja Perangkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 83%
Daerah
5.03.5.04.0.00.20.00 | 1 | 2,01 | 1 | Lenyusunan Dokumen 24 Dokumen 12 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 20 Dokumen 83%
Perencanaan Perangkat Daerah
5.03.5.04.0.00.29.00 | 1| 2,01 | 2 ggg;f}ﬁ{g&?’;“na“ 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83%
5.03.5.04.0.00.29.00 | 1 | 2,01 | 3 g‘;‘f{fg‘ef}ii‘bzmyf;ﬁa&m 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83%
5.03.5.04.0.00.29.00 | 1 | 2,01 | 4 g;%%imam dan Penyusunan DPA- 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83%
5.03.5.04.0.00.20.00 | 1 | 2,01 | 5 | Koordinasidan Penyusunan 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83%

Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
5.03.5.04.0.00.29.00 1| 2,01 6 Laporan Capaian Kinerja dan 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat

5.03.5.04.0.00.29.00 1| 2,01 7 Daerah 42 Laporan 21 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 100% 7 Laporan 35 Laporan 83%
5.03.5.04.0.00.29.00 | 1| 2,02 | © ‘;‘Sgl;rglj;rtagla Ef;}f‘ngan 100% 100% 97,44% 97,44% 100% 82% 82%
5.03.5.04.0.00.29.00 | 1 | 2,02 | 1 ies‘;\lyed‘aa“ Gaji dan Tunjangan 325 Orang 130 Orang 65 Orang 60 Orang 92,31% 63 Orang 253 Orang 78%
Koordinasi dan Penyusunan
5.03.5.04.0.00.29.00 1| 2,02 5 Laporan Keuangan Akhir Tahun 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 83%
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan o o
5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,02 7 Bulanan/Triwulanan/Semesteran 48 Laporan 24 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 100% 8 Laporan 40 Laporan 83%
SKPD
5.03.5.04.0.00.20.00 | 1 | 2,05 | o | Administrasi Kepegawaian 100% 0% 0% 0% 100% 69% 69%

Perangkat Daerah

5.03.5.04.0.00.29.00 | 1 | 2,05 | 10 | Pengadaan Pakaian Dinas 2 [ Paket 0 [ Paket 0 [ Paket 0 | Paket 0%

—_

[ Paket 1 | Paket 50%
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Target . s .
. Realisasi Target Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Program/Kegiatan Perkiraan Realisasi Ca}pauan
Target Capaian L ; . . Target Program /Kegiatan
Lo Kinerja Hasil Kegiatan Tahun 2024 Renja PD Tahun
. . Kinerja Renstra Renstra BKPSDM Tahun 2025
Kode Rekening Uraian Program dan 2025
BKPSDM 2021 s/d . n
Tahun 2026 Keluaran Kegiatan Tingkat
s/d Tahun 2023 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Realisasi Capaian
(o)
1 2 4 5 6 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
5.03.5.04.0.00.29.00 2,05 | 10 ffr’ls(;zij;: Peraturan Perundang- 485 Orang 264 Orang 0 Orang Orang 0% 70 Orang 334 Orang 69%
Bimbingan Teknis Implementasi o o
5.03.5.04.0.00.29.00 2,05 11 Peraturan Perundang Undangan 44 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0%
5.03.5.04.0.00.29.00 2,06 | 0 gig;fﬁmm Umum Perangkat 100% 100% 114% 113,76% 100% 112% 112%
Penyediaan Komponen Instalasi
5.03.5.04.0.00.29.00 2,06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 6 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 83%
Kantor
5.03.5.04.0.00.29.00 2,06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan 12 Paket 5 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 9 Paket 75%
Perlengkapan Kantor
5.03.5.04.0.00.29.00 2,06 | 4 Ezrzzf‘aan Bahan Logistik 6 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 83%
5.03.5.04.0.00.29.00 2,06 | 5 ge“ye‘i‘aa“ Barang Cetakan dan 6 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 83%
enggandaan
5.03.5.04.0.00.29.00 2,06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 18 Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 15 Dokumen 83%
Peraturan Perundang-undangan
5.03.5.04.0.00.29.00 2,06 Fasilitasi Kunjungan Tamu 72 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 60 Laporan 83%
Penyelenggaraan Rapat o, 0
5.03.5.04.0.00.29.00 2,06 Koordinasi dan Konsultasi SKPD 450 Laporan 911 Laporan 164 Laporan 322 Laporan 196% 75 Laporan 1308 Laporan 291%
Pengadaan Barang Milik Daerah
5.03.5.04.0.00.29.00 2,07 0 Penunjang Urusan Pemerintah 100% 100% 120% 120% 100% 61% 61%
Daerah
Pengadaan Kendaraan
5.03.5.04.0.00.29.00 2,07 1 Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 1 Unit 100%
Kendaraan Dinas Jabatan
5.03.5.04.0.00.29.00 2,07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas 0 0 Unit Unit 0 Unit 0 Unit 0% Unit 0 Unit 0%
Operasional atau Lapangan
5.03.5.04.0.00.29.00 2,07 Pengadaan Mebel 0 0 Unit Unit 0 Unit 0 Unit 0% Unit 0 Unit 0%
5.03.5.04.0.00.29.00 2,07 Ez?fj}?:an Peralatan dan Mesin 150 Unit 23 Unit 5 Unit Unit 120% Unit 33 Unit 22%
5.03.5.04.0.00.29.00 2,08 | o | PenyediaanJasa Penunjang 100% 100% 100% 100,3% 100% 65% 65%
Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.5.04.0.00.29.00 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 54.000 Laporan 27531 Laporan 9.000 Laporan 9.070 Laporan 101% 9.000 Laporan 45.601 Laporan 84%
Penyediaan Jasa Komunikasi, o o
5.03.5.04.0.00.29.00 2,08 2 Sumber Daya Air dan Listrik 66 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 60 Laporan 91%
5.03.5.04.0.00.29.00 2,08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 0 Laporan 0 Laporan 0%
Perlengkapan Kantor
5.03.5.04.0.00.29.00 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan 72 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 60 Laporan 83%
Umum Kantor
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Target . s .
T i C . Realisasi Target Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Program/Kegiatan P’errk1ratag Reahsa/s}z Ca}p:uan
arget Lapaian Kinerja Hasil Kegiatan Tahun 2024 Renja PD Tahun arget rrogram/ fegiatan
. . Kinerja Renstra Renstra BKPSDM Tahun 2025
Kode Rekening Uraian Program dan 2025
BKPSDM 2021 s/d . n
Tahun 2026 Keluaran Kegiatan Tingkat
s/d Tahun 2023 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Realisasi Capaian
(o)
1 2 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
Pemeliharaan Barang Milik
5|3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,09 0 Daerah Penunjang Urusan 95% 93% 97,18% 104,49% 94% 74% 74%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak . . . . . .
5|3 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,09 1 . 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 1 Unit 100%
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
5| 3| 5035040002000 | 1| 209 | 2 | BiayaPemeliharaan, Pajak, dan 142 Unit 73 Unit 23 Unit 21 Unit 91% 23 Unit 117 Unit 82%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
5| 3| 5.03.5.04.0.00.29.00 | 1| 2,09 | 6 ﬁgﬂ‘?ﬁfiﬁ;ﬁemlamn dan 162 Unit 81 Unit 27 Unit 27 Unit 100% 27 Unit 135 Unit 83%
Pemeliharaan/Rehabilitasi
5|3 5.03.5.04.0.00.29.00 1| 2,09 9 Gedung Kantor dan Bangunan 6 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit 17%
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
5|3 | 5035040002000 | 1| 209 |11 | Saranadan Prasarana 17 Unit 13 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 15 Unit 88%
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
5 5.03.5.04.0.00.29.00 1 2,13 0 Penataan Organisasi 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
5 5.03.5.04.0.00.29.00 | 1 | 2,13 | 1 i’f}‘;ﬁiﬁ%ﬁéﬁﬁmbagﬂn dan 2 ‘ Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 2 Dokumen | 100%
S| 3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 0 0 Ei%giﬁM KEPEGAWAIAN 100% 87% 127% 127,26% 90% 136% 136%
5|3 | 5035040002000 | 2| 201 | o | Pengadaan Pemberhentian dan 100% 100% 100,01% 100,01% 100% 84% 84%
Informasi Kepegawaian ASN
5|3 | 5.035.04.0.002900 |2 | 201 | 1 gz;‘;z;s;? fg‘ﬁan Kebijakan 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83%
Penyusunan Rencana
5| 3| 5.03.5.04.0.00.29.00 | 2 | 2,01 | 2 ?jﬁ:;;;iitjin;:liirsla‘:l‘;‘;‘éah 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen | 83%
Pengadaan ASN
5| 3| 5.03.5.04.0.00.29.00 | 2 | 2,01 | 3 ggg;ﬁg’:‘; %ilnszzs;hlf;?K 12 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 10 Dokumen 83%
5|3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 | 2,01 4 g:ig;izlaiezlé?\]daan ASN dan 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 83%
5 5.03.5.04.0.00.29.00 | 2 | 2,01 iggﬁ;:f;;ﬁﬁggﬁfman 7.200 | Dokumen | 3.908 | Dokumen | 1.200 | Dokumen | 1.073 | Dokumen 89% 1.200 | Dokumen | 6.181 | Dokumen | 86%
5|3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 | 2,01 7 Evaluasi Pemberhentian ASN 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83%
513 5.03.5.04.0.00.29.00 2 | 2,01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 12 Lembaga 6 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 100% 2 Lembaga 10 Lembaga 83%
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Target . s .
. Realisasi Target Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Program/Kegiatan Perkiraan Realisasi Ca}pauan
Target Capaian L ; . . Target Program /Kegiatan
Lo Kinerja Hasil Kegiatan Tahun 2024 Renja PD Tahun
. . Kinerja Renstra Renstra BKPSDM Tahun 2025
Kode Rekening Uraian Program dan 2025
BKPSDM 2021 s/d . n
Tahun 2026 Keluaran Kegiatan Tingkat
s/d Tahun 2023 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Realisasi Capaian
(o)
1 2 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11
5| 3| 5.03.5.04.0.00.29.00 | 2 | 2,01 | 10 Eiiigfvlvﬁ:nsmem Informasi 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 5 Dokumen 83%
513 5.03.5.04.0.00.29.00 2 | 2,01 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian 30.000 Dokumen 15.347 Dokumen 5.000 Dokumen 5.533 Dokumen 111% 5.000 Dokumen 25.880 Dokumen 86%
5|3 | 5035040002000 | 2| 201 | 12 | EvaluasiData, Informasi dan 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 83%
Sistem Informasi Kepegawaian
53 5.03.5.04.0.00.29.00 2 2,02 0 Mutasi dan Promosi ASN 90% 90% 198% 198% 90% 101% 101%
5|3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 | 2,02 1 Pengelolaan Mutasi ASN 240 Dokumen 124 Dokumen 40 Dokumen 128 Dokumen 320% 40 Dokumen 292 Dokumen 122%
5| 3| 5.03.5.04.0.00.29.00 | 2 | 2,02 | 2 fgﬁgemla&n Kenaikan Pangkat 10.500 | Dokumen | 5.425 | Dokumen | 1.750 | Dokumen 2.177 Dokumen 124% 1.750 | Dokumen | 9.352 | Dokumen 89%
53 5.03.5.04.0.00.29.00 2 | 2,02 3 Pengelolaan Promosi ASN 12 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 150% 2 Dokumen 11 Dokumen 92%
513 5.03.5.04.0.00.29.00 2 | 2,08 0 Pengembangan Kompetensi ASN 100% 100% 113% 113,40% 100% 249% 249%
513 5.03.5.04.0.00.29.00 2 | 2,03 2 Pengelolaan Assessment Center 600 Dokumen 2517 Dokumen 251 Dokumen 173 Dokumen 69% 100 Dokumen 2.790 Dokumen 465%
5|3 | 5.03.5.04.0.0029.00 |2 | 2,03 | 4 i‘;‘&geml&aﬂ Pendidikan Lanjutan |, Orang 1451 Orang 300 Orang 344 Orang 115% 300 Orang 2.095 Orang 105%
Sosialisasi dan Penyebaran
5|3 5.03.5.04.0.00.29.00 2 | 2,03 12 | Informasi Jabatan Fungsional 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 1 Dokumen 100%
ASN
5|3 | 5.03.5.04.0.0029.00 | 2 | 2,03 | 13 f\ggbmaan Jabatan Fungsional 240 Orang 894 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 40 Orang 974 Orang 406%
5| 3| 503504.00020.00 | 2| 2,03 | 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir 240 Orang 303 Orang 40 Orang 68 Orang 170% 40 Orang 411 Orang 171%
dalam Jabatan Fungsional
5| 3| 5.03.5.04.0.00.29.00 | 2 | 2,04 | 0 i;r;‘rl:irr’ dan Evaluasi Kinerja 95% 95% 98% 97,50% 95% 112% 112%
5|3 | 5035040002900 |2 | 204 | 1 | FenyusunanKebijakan Penilaian 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 4 Dokumen | 400%
dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5| 3| 5.03504.0002000 |2 | 204 | 2 | Pelaksanaan Penilaian dan 10 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 8 Dokumen 80%
Evaluasi Kinerja Aparatur
5|3 | 5035040002000 | 2| 2,04 | 3 | EvaluasiHasil Penilaian dan 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 0 Laporan 1 Laporan 100%
Evaluasi Kinerja Aparatur
5|3 | 5035040002000 |2 | 204 | 4 | PengelolaanPemberian 36 Orang 6 Orang 6 Orang 0 Orang 0% 6 Orang 12 Orang 33%
Penghargaan Bagi Pegawai
5 5.03.5.04.0.00.29.00 | 2 | 2,04 girg‘agf‘};’ilaan Tanda Jasa Bagi 1.956 Orang 1098 Orang 326 Orang 326 Orang 100% 326 Orang 1750 Orang 89%
5 5.03.5.04.0.00.29.00 2,04 Pembinaan Disiplin ASN 240 Orang 130 Orang 40 Orang 13 Orang 33% 40 Orang 183 Orang 76%
Pengelolaan Penyelesaian o, o
5 5.03.5.04.0.00.29.00 2,04 Pelanggaran Disiplin ASN 120 Laporan 32 Laporan 20 Laporan 20 Laporan 100% 20 Laporan 72 Laporan 60%
5 5.03.5.04.0.00.29.00 2,04 gzlg?;?;a“ Proses Izin Perceraian 240 Lapiran 102 Laporan 40 Laporan 60 Laporan 150% 40 Dokumen 202 Dokumen 84%
513 5.03.5.04.0.00.29.00 2 | 2,04 10 | Evaluasi Disiplin ASN 6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 83%
5 4 5.03.5.04.0.00.29.00 0 0 0 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0
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Kode Rekening

Uraian

Target Capaian
Kinerja Renstra
BKPSDM 2021 s/d
Tahun 2026

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2023

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2024

Target
Program/Kegiatan
Renja PD Tahun
2025

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Program /Kegiatan
Renstra BKPSDM Tahun 2025

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Target

Realisasi

Tingkat
Capaian
(%)

1

2

4

5

7

8=(7/6)*100

9

10=(5+7+9)

11

5.03.5.04.0.00.29.00

PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

85,08%

79%

82,59%

82,59%

82,08%

270,76%

271%

5.03.5.04.0.00.29.00

2,01

Pengembangan Kompetensi
Teknis

18%

3%

2,87%

95,54%

3%

6%

215%

5.03.5.04.0.00.29.00

2,01

Penyusunan Kebijakan Teknis
dan rencana Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti,
dan pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum

6 Dokumen

3 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen 100%

1 Dokumen

5 Dokumen

83%

5.03.5.04.0.00.29.00

2,01

Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti,
dan pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum

553 Orang

923 Orang

1870 Orang

1620

Orang 87%

100 Orang

2643 Orang

478%

5.03.5.04.0.00.29.00

2,01

Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,
dan Pelaporan Pengembangan
Kompetensi Teknis umum, Inti,
dan pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum

6 Dokumen

3 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen 100%

1 Dokumen

5 Dokumen

83%

5.03.5.04.0.00.29.00

2,02

Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional

18%

3%

15% 138,25%

3%

9%

301%

5.03.5.04.0.00.29.00

2,02

Penyusunan Kebijakan Teknis
dan Rencana Sertifikasi
Kompetensi, Pengelolaan
Kelembagaan, Tenaga
Pengembang Kompetensi,
Sumber Belajar, Kerja Sama,
Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan

6 Dokumen

3 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen 100%

1 Dokumen

5 Dokumen

83%
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Kode Rekening

Uraian

Target Capaian
Kinerja Renstra
BKPSDM 2021 s/d
Tahun 2026

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2023

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2024

Target
Program/Kegiatan
Renja PD Tahun
2025

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Program /Kegiatan
Renstra BKPSDM Tahun 2025

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)

Target

Tingkat
Capaian
(%)

Realisasi

2

5

6 7 8=(7/6)*100

9

10=(5+7+9) 11

dan Prajabatan,Serta Jabatan
Fungsional

5.03.5.04.0.00.29.00

2,02

Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

200 Orang

0 Orang

0 Orang 0 Orang 0%

100 Orang

100 Dokumen 50%

5.03.5.04.0.00.29.00

2,02

Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

889 Orang

4157 Orang

2108 Orang 4.527 Orang 215%

100 Orang

8.784 Orang 988%

5.03.5.04.0.00.29.00

2,02

Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,
dan Pelaporan Pelaksanaan
Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga
Pengembang Kompetensi,
Pengelolaan Sumber Belajar, dan
Kerjasama, serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

6 Dokumen

3 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 100%

1 Dokumen

5 Dokumen 83%

5.03.5.04.0.00.29.00

2,03

Pengembangan Kompetensi
Pemerintahan Dalam Negeri

0,09%

0,09% 0,00% 0

0,09%

0,045% 50%

5.03.5.04.0.00.29.00

2,03

Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Pemerintahan Dalam
Negeri

30 Orang

0 Orang

15 Orang 0 Orang 0%

15 Orang

15 Dokumen 50%
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II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang
pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan
dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah :

e Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
e Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya;

e Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANCAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANDUNG

KEPALA BADAN

TATANG KUSNAWAN, SE. M.IP

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KABID MUTASI DAN KABID PENDIDIKAN DAN
PROMOS| ASN PELATIHAN ASN

JABATAN
FUNGSIONAL

]
KABID PENCADAAN
PEMEERHENTIAN DAN
INFORMAST
KEFECAWAIAN ASN

AMNALIS 5DM APARATUR ANAI.I! snm Anu-"". ANALIS SO APARATUR AHALIS SDM APARATUR

WIDYAISWARA MADYA R D A
DR. CUCU SUPRIATNA, 5.Pe, M.Pa ASEP FRISDA WICAKSANA, SH n 5.1
Sb

ANALIB MI!ATUR lNALISsDM APAIIATLII! lNAI.IS SDM Armurun AIlAI.Is slm APAII.ATUR

ANALIS DM APARATUR ANALIS SDM APARATUR PRANATA SDM APARATUR
WIDYAISWARA MUDA AHLIPERTAMA AHLI MUDA LR AR

KUNKUN DARAJAT, SE TIKTO PRATOMQ, 5.5TF, M.aP BUDI RASPATI, ST, M. Si ERNAWATI, AM.AB

@[ bkpsdmkabbandung ) blkpsdm.bandungkab.go,id

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi BKPSDM 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
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kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan
kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan
pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah :

e Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

e Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,;

e Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam
mewujudkan sasaran dan tujuan, Visi dan Misi sebagaimana
ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula
dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan
secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih jelas dapat diuraikan

melalui pencapaian hasil kegiatan sebagai berikut :
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Tabel 2. 3 Analisa Capaian Kinerja BKPSDM Sampai Tahun 2024 (T-C.30.)

Indikator Target Kinerja Tu"]IElahn / S;saran Renstra Pada Realisasi T’lr,ull:llan / Easaran Pada Rasio Proyeksi iait[%n
Tujuan Sasaran Tujuan/ Satuan ahun &e- ahun “e- nalsis
Sasaran
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2021 2022 2023 2024 2025
Meningkatnya | Meningkatnya | Nilai AKIP Poin 76,5 | 77 78 79 82 | 8225 | 78,6 | 81,25 | 81,70 | 84,65 | 102,75% | 105,52% | 104,74% | 107,15% 82
: kualitas kinerja | BKPSDM
kapasitas dan
i1 aparatur dan
kapabilitas penyelenggara
internal Prosentase
pelayanan
BKPSDM publik BMD dalam Persen 90 91 92 93 94 95 85 90,53 | 96,96 | 97,18 | 94,44% | 99,48% | 105,39% | 104,49% 94
Kondisi Baik
Terwijudnya Nilai Index
aparatur Z n Meningkatnya Tata Kelola
PIr)ofesionzl & Profesionalitas Manajemen Poin 67,1 71 73,08 | 76,08 | 79,08 | 82,08 71 71,06 | 73,81 | 76,76 | 105,81% | 100,08% | 101,00% | 100,89% 79.6
k : ASN Aparatur Sipil
ompeten dan Neoara
berkinerja g
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I1.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Bandung

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah
memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan
kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan
teknologi dan era globalisasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas
pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan
hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi
dampak yang terjadi dalam mendukung visi dan misi. Isu-isu penting
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, adalah:

1 Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

2 Masih perlunya mensosialisasikannya PP 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen ASN dan peraturan-peraturan mengenai kepegawaian
lainnya;

Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan

Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di
kewilayahan yang disebabkan belum selesainya Analisa Beban
Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan PD lain
Adanya PNS yang terlibat masalah hukum

Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa
SKPD

7 Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang
belum tepat waktu
Belum akuratnya seluruh data pegawai
Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan
reformasi birokrasi berdasarkan road map reformasi birokrasi

pemerintah Kabupaten Bandung bidang SDM aparatur, meliputi:
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a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan minus
growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang
pensiun setiap tahun serta Monitoring dan evaluasi
redistribusi /realokasi PNS)

b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan
kebutuhan

c. Penyelenggaraan Assesment yang memiliki fungsi dalam
menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan
pegawai, di antaranya dalam penyusunan:

- dokumen standar kompetensi manajerial

- dokumen standar kompetensi bidang

- metoda/alat ukur peniliaian kompetensi calon pejabat
struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

- kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

- bussines process MSDM berbasis kompetensi dan

peninjauan SOP Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

[1.4. Review terhadap RKPD Kabupaten Bandung

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju
pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya
memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam
pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan
emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur
yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Reviu terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dengan

arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta
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pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
berdasarkan RKPD. Review terhadap RKPD dapat dijabarkan pada

tabel berikut ini :
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Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD (T-C.31)

Catatan

KODE Rancangan Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029) Penting
= d & P o0 . - N
3 59 8 3 ) Bldang Urusan . Indikator Kinerja Pngram . N Kebutuhan Dana/ Bidang Urusan Pemerintahan dan . Indikator Kinerja Program . - Kebutuhan
= B & o Pemerintahan dan Program Lokasi (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian Kinerja o N Lokasi A Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu
g mg o 3} S . Pagu Indikatif Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lo
=) 3 & ™ a dan Kegiatan (Output) Indikatif
(2) @) @ ) (6) (7) 8) 9 (10) (11) (12)
PROGRAM PENUNJANG - Nilai Sakip Perangkat 82.25 Point 30.567.158.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN - Nilai Sakip Perangkat Daerah 81.30 Point 30.366.142.300
URUSAN PEMERINTAHAN Daerah
5 3 1 0 0 PEMERINTAHAN DAERAH —
DAERAH - Presentase Aset Dalam 95 Persen KABUPATEN/KOTA - Presentase Aset Dalam Kondisi 95 Persen
KABUPATEN/KOTA Kondisi Baik erse Baik erse
Ezzer;cnanaai{:;‘ dan Presentase Ketersedian Perencanaan, Penganggaran, dan Presentase Ketersedian Dokumen
5 3 1 2.01 0 ganggaran, Dokumen Perencanaan dan 100 Persen 39.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat . 100 Persen 39.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat . Perencanaan dan Evaluasi
Evaluasi Daerah
Daerah
Penyusunan Dokumen BKPSDM | Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen BKPSDM Jumlah Dokumen Perencanaan
5 3 1 2.01 1 Perencanaan Perangkat Kab. Perencanaan PD yang 4 | Dokumen 8.000.000 yu Kab. X . 4 Dokumen 8.000.000
X B Perencanaan Perangkat Daerah PD yang diselesaikan tepat waktu
Daerah Bandung | diselesaikan tepat waktu Bandung
Jumlah Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan BKPSDM SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan BKPSDM Laporan Hasil Koordinasi
5 s 1 2.01 2 Dokumen RKA-SKPD BaI_tiacthl)l.n Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 3.000.000 Dokumen RKA-SKPD Balr{lé(ii]il'n Penyusunan Dokumen RKA- 2 Dokumen 5.000.000
€ | Dokumen RKA-SKPD & | sKkPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan BKPSDM Perubahan RKA-SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan BKPSDM ‘l;g_lg}égg 1;1:1?612 P::;Iitl)a;{haasrill
5 3 1 2.01 3 Dokumen Perubahan RKA Kab. Laporan Hasil Koordinasi 2 Dokumen 3.000.000 yu Kab. . . p 2 Dokumen 3.000.000
Dokumen Perubahan RKA SKPD Koordinasi Penyusunan
SKPD Bandung | Penyusunan Dokumen Bandung Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD
BKPSDM Jumlah Dokumen DPA- BKPSDM Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
s 3 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Kab. SKPD ldanALaporan Hasil 2 | Dokumen 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- Kab. Laporan Hasil Koordinasi 2 Dokumen 5.000.000
DPA-SKPD Bandun Koordinasi Penyusunan SKPD Bandun Penyusunan Dokumen DPA-
€ | Dokumen DPA-SKPD € | skpD
Jumlah Dokumen
- BKPSDM | Perubahan DPA-SKPD dan - BKpspM | Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan . . . Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
5 3 1 2.01 5 Kab. Laporan Hasil Koordinasi 2 | Dokumen 5.000.000 Kab. P 2 Dokumen 5.000.000
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan
Bandung | Penyusunan Dokumen Bandung Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi dar'l Pen.yusgnan BKPSDM Realisasi Km;r_]a SKI?D d?.n Koordinasi dan Penyusunan BKPSDM dan Ikhtisar Realisasi K}ner]a
Laporan Capaian Kinerja Laporan Hasil Koordinasi . R SKPD dan Laporan Hasil
5 3 1 2.01 6 . N Kab. 1 Laporan 3.000.000 | Laporan Capaian Kinerja dan Kab. R . 1 Laporan 3.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Bandun Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD Bandun Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD g Capaian Kinerja dan J & Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
SKPD
- . BKPSDM . R . BKPSDM R .
5 3 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Kab. Jl}mlgh Laporan Evaluasi 7 Laporan 10.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Kab. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 7 Laporan 10.000.000
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah
Bandung Bandung
Penyelenggaraan Walidata BKPSDM B Penyelenggaraan Walidata BKPSDM B
5 3 1 2.02 8 Pendukung Statistik Kab. gs:f;};n])da{?;;linwl:?isglata 1 Dokumen 1.000.000 | Pendukung Statistik Sektoral Kab. \lg‘lel:llealle}nDo%:Farzan]‘:\el\;dl;ta 1 Dokumen 1.000.000
Sektoral Daerah Bandung Y 88 Daerah Bandung o 88
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KODE

Rancangan

Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029)

Catatan

Penting
] q E ] E3 Bi - .
< . d o < idang Urusan Indikator Kinerja Program . . . S Kebutuhan
5 24 % 'a a ig Pemerintahan dan Program Lokasi (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian Kinerja KebutuhanA Dar}a/ Bidang Urusan Pemerlqtahan dan Lokasi Indikator Klner_la Program Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu
g mg o 3} 5 . Pagu Indikatif Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lo
=) g & ™ @ dan Kegiatan (Output) Indikatif
] @) “) (5) (6) (7) 8) © (10) (11) (12)
Jumlah Data Statistik
Pelaksanaan Pengumpulan BKPSDM g?ﬁéﬁalu?lf:;a;aiang felah Pelaksanaan Pengumpulan Data BKPSDM L];L::rl:; Z?afgﬁﬁsg?kiﬁtﬁian
5 | 3| 1 |202]| 9 | Data Statistik Sektoral Kab. Dipora e 70 | Data 1.000.000 <58 grmp Kab. ;L yang 1o P 70 Data 1.000.000
iperiksa Lingkup Statistik Sektoral Daerah dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Daerah Bandung Bandung
Perangkat Daerah Daerah
Satuan : Data
s 3 1 2.02 o Administrasi Keuangan Persentase ketersediaan 100 Persen 28.480.688.000 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase ketersediaan 100 Persen 28.480.688.000
Perangkat Daerah dokumen keuangan Daerah dokumen keuangan
. . BKPSDM | Jumlah Orang yang . " . BKPSDM .
5 | 3 1| 202 1 ?e“Yed‘aa“ Gaji dan Kab. Menerima Gaji dan 65 | Orang/bulan 28.445.688.000 | Lenyediaan Gaji dan Tunjangan Kab. Jumlah Orang yang Menerima 65 | Orang/bulan 28.445.688.000
unjangan ASN : ASN Gaji dan Tunjangan ASN
Bandung | Tunjangan ASN Bandung
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan | BKPSDM ﬁ:hl;;??{";nﬂs EpDrc?i?ll; n Koordinasi dan Penyusunan BKPSDM %Z}T lih ;‘;g%rzgfizanrg;: gfkﬁr
5 3 1 2.02 5 Laporan Keuangan Akhir Kab. P po S L 00 S 1 Laporan 15.000.000 Laporan Keuangan Akhir Tahun Kab. K ud. i P po L S 1 Laporan 15.000.000
Tahun SKPD Bandung enyusunan Laporan SKPD Bandung oordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun SKPD
SKPD
Jumlah Lapgran Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ 3
Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/
Laporan Keuangan BKPSDM Laporan Koordinasi Laporan Keuangan BKPSDM Semesteran SKPD dan Laporan
5 3 1 2.02 7 p lang; Kab. p 8 Laporan 20.000.000 b ang Kab. Koordinasi Penyusunan Laporan 8 Laporan 20.000.000
Bulanan/Triwulanan/Seme Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Bandung Bandung Keuangan
steran SKPD Keuangan SKPD .
. Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD
steran SKPD
- . . Persentase orang yang - . . S
5 | 3| 1 |205| o | Administrasi Kepegawaian mengikuti sosialisasi dan 100 | Persen 00.380.000 | Administrasi Kepegawaian Persentase orang yang mengikuti 100 | Persen 5.000.000
Perangkat Daerah LS . Perangkat Daerah sosialisasi dan bimbingan teknis
bimbingan teknis
BKPSDM Jumlah Paket Pakaian BKPSDM Jumlah Paket Pakaian Din
5 3 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Kab. Dinas beserta Atribut 1 Paket 5.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Kab. umiah raxet faxaia as 1 Paket 5.000.000
beserta Atribut Kelengkapan
Bandung | Kelengkapan Bandung
Sosialisasi Peraturan BKPSDM \I{/Iue[:;le‘lllzu?irggsgi;]ﬁ:agsi Sosialisasi Peraturan Perundang- BKPSDM Jumlah Orang yang Mengikuti
5 3 1 2.05 10 Kab. el 70 Orang 85.380.000 g Kab. Sosialisasi Peraturan Perundang- 0 Orang 0
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Undangan
Bandung Bandung | Undangan
Undangan
Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis BKPSDM Mengikuti Bimbingan Bimbingan Teknis Implementasi BKPSDM Jumlah Orang yang Mengikuti
5 3 1 2.05 11 Implementasi Peraturan Kab. Teknis Implementasi 0 Orang 0 Peratur%\ar‘l Peiundsan pU(; d:m aasn Kab. Bimbingan Teknis Implementasi 0 Orang 0
Perundang Undangan Bandung | Peraturan Perundang- g g Bandung | Peraturan Perundang-Undangan
Undangan
5 3 1 2.06 o Administrasi Umum Persen'tase ketersediaan 100 Persen 461.000.000 Administrasi Umum Perangkat PersenFase ketersediaan 100 Persen 361.789.900
Perangkat Daerah operasional perkantoran Daerah operasional perkantoran
. Jumlah Paket Komponen
frf:s;i:;?an Komponen BKPSDM Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi BKPSDM \Ijrlllsrgfaa };iPIiI;frti}If}jg:: fl?rl:r? an
5 3 1 2.06 1 L Kab. Listrik/Penerangan 1 Paket 15.000.000 | Listrik/Penerangan Bangunan Kab. g 1 Paket 15.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
B Bandung | Bangunan Kantor yang Kantor Bandung S o
angunan Kantor c o Disediakan
Disediakan
Penvediaan Peralatan dan BKPSDM | Jumlah Paket Peralatan Penvediaan Peralatan dan BKPSDM | Jumlah Paket Peralatan dan
5 3 1 2.06 2 enyediaan Feraatan da Kab. dan Perlengkapan Kantor 2 | Paket 120.000.000 enyediaan Feraratan daj Kab. Perlengkapan Kantor yang 2 Paket 65.602.500
Perlengkapan Kantor P Perlengkapan Kantor I
Bandung | yang Disediakan Bandung | Disediakan
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Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029)

Catatan

Penting
o q & © gﬂ Bi . . .
< . d o < idang Urusan Indikator Kinerja Program . . . S Kebutuhan
5 24 % 'a a ig Pemerintahan dan Program Lokasi (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian Kinerja KebutuhanA Dar}a/ Bidang Urusan Pemerlqtahan dan Lokasi Indikator Klner_la Program Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu
g mg o 3} 5 . Pagu Indikatif Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lo
=) g & > @ dan Kegiatan (Output) Indikatif
@) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ©) (10) (11) (12)
. s BKPSDM | Jumlah Paket Bahan . s BKPSDM s
5 3 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kab. Logistik Kantor yang 1 Paket 20.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kab. Jumlah Paket Bah{m Logistik 1 Paket 20.000.000
Kantor o Kantor Kantor yang Disediakan
Bandung | Disediakan Bandung
. BKPSDM | Jumlah Paket Barang . BKPSDM | Jumlah Paket Barang Cetakan
5 3 1 2.06 5 g:lr}ly;g;aar;n]ia:;?g Cetalk Kab. Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 90.000.000 gzgyeg;a;;agarang Cetakan dan Kab. dan Penggandaan yang 1 Paket 69.187.400
88 Bandung | yang Disediakan 88 Bandung | Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan BKPSDM ‘é‘;:::: (]13:“ PZZ?UE::aH Penvediaan Bahan Bacaan dan BKPSDM | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
5 3 1 2.06 6 dan Peraturan Perundang- Kab. 3 Dokumen 11.000.000 Y Kab. dan Peraturan Perundang- 3 Dokumen 11.000.000
Perundang-Undangan yang Peraturan Perundang-undangan s
undangan Bandung L Bandung | Undangan yang Disediakan
Disediakan
BKPSDM Jumlah L Fasilitasi BKPSDM Jumlah L Fasilitasi
5 | 3 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. wmah Laporan rasiitast 12 | Laporan 15.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. wm'an Laporan vasiutast 12 | Laporan 15.000.000
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Bandung Bandung
Penyelenggaraan Rapat BKPSDM '}'l::ﬂ:l};nl'azzgg Rapat Penyelenggaraan Rapat BKPSDM | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
5 3 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi Kab. ye ense p . 75 | Laporan 190.000.000 ye ense p . Kab. Rapat Koordinasi dan Konsultasi 150 | Laporan 166.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD Bandung SKPD Bandung SKPD
Pengadaan Barang Milik Persentase ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase ketersediaan baran,;
5 3 1 2.07 0 Daerah Penunjang Urusan e 100 | Persen 85.000.000 | Penunjang Urusan Pemerintah s g 100 | Persen 47.761.800
. barang milik daerah milik daerah
Pemerintah Daerah Daerah
BKPSDM | Jumlah Unit Peralatan dan . BKPSDM . .
s 3 1 2.07 6 Pengadagn Peralatan dan Kab. Mesin Lainnya yang 4 | Unit 85.000.000 Pepgadaan Peralatan dan Mesin Kab. Jumlah Unit Pe}ralat}an dan Mesin 8 | Unit 47.761.800
Mesin Lainnya A . Lainnya Lainnya yang Disediakan
Bandung | Disediakan Bandung
Penyediaan Jasa Penunjang Presentase Ketersedian Penyediaan Jasa Penunjan; Presentase Ketersedian Jasa
5 3 1 2.08 0 Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Perangkat 100 | Persen 1.136.090.000 A N Jjang R 100 | Persen 1.297.992.600
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Perangkat Daerah
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Surat BKPSDM | Jumlah Laporan BKPSDM Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
5 3 1 2.08 1 Y Kab. Penyediaan Jasa Surat 9000 | Laporan 40.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. p Yy 9000 | Laporan 40.000.000
Menyurat Surat Menyurat
Bandung | Menyurat Bandung
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa BKPSDM | Penyediaan Jasa Penvediaan Jasa Komunikasi BKPSDM | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
5 3 1 2.08 2 Komunikasi, Sumber Daya Kab. Komunikasi, Sumber Daya 12 Laporan 120.000.000 Sun}llber Davya Air dan Listrik ? Kab. Komunikasi, Sumber Daya Air 1 Laporan 34.202.460
Air dan Listrik Bandung | Air dan Listrik yang 4 Bandung | dan Listrik yang Disediakan
Disediakan
Jumlah Laporan .
Penyediaan Jasa Peralatan BKPSDM Penyediaan Jasa Peralatan Penyediaan Jasa Peralatan dan BKPSDM | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
5 3 1 2.08 3 Kab. 0 Laporan 0 Kab. Peralatan dan Perlengkapan 0 Laporan 0
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Lo
Bandung P Bandung | Kantor yang Disediakan
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan BKPSDM LPI’::l 1:(2&1;?322 Pelayanan Penyediaan Jasa Pelayanan BKPSDM | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
5 | 3 1 | 208 | 4 Y Yy Kab. Y Yy 12 | Laporan 976.090.000 Y Yy Kab. Pelayanan Umum Kantor yang 12 | Laporan 1.223.790.140
Umum Kantor Umum Kantor yang Umum Kantor A
Bandung Disedi Bandung | Disediakan
isediakan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase aset dalam Pemeliharaan Barang Milik Persentase aset dalam kondisi
5 3 1 2.09 0 Daerah Penunjang Urusan P 95 | Persen 275.000.000 | Daerah Penunjang Urusan . 95 | Persen 133.910.000
. kondisi baik X baik
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas . . .
Pemeliharaan, Biaya BKPSDM | Operasional atau Lapangan g?;ly;(g:rizlflfas?aZEmsgi ?{ra;;t; BKPSDM ‘éurgzgolflzrllii;iaga]);iasan an
5 | 3 1 | 2.09 | 2 | Pemeliharaan, Pajak, dan Kab. yang Dipelihara dan 23 | Unit 220.000.000 va  rajax, Kab. pera _-apangan yang 18 | Unit 113.950.000
. X - . Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
Perizinan Kendaraan Dinas Bandung | dibayarkan Pajak dan . Bandung L
. S Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan Perizinannya
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Catatan

Rancangan Penting
] q E ] E3 Bi - .
< . d o < idang Urusan Indikator Kinerja Program . . . S Kebutuhan
5 24 % 'a a ig Pemerintahan dan Program Lokasi (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian Kinerja KebutuhanA Dar}a/ Bidang Urusan Pemerlr?tahan dan Lokasi Indikator Kmer_l_a Program Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu
g mg o 3} 5 . Pagu Indikatif Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lo
=) g & ™ @ dan Kegiatan (Output) Indikatif
@) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ©) (10) (11) (12)
. BKPSDM | Jumlah Peralatan dan . BKPSDM .
5 | 3| 1 |200| ¢ | Pemeliharaan Peralatan dan Kab. Mesin Lainnya yang 27 | Unit 40.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Kab. Jumlah Peralatan dan Mesin 26 | Unit 19.960.000
Mesin Lainnya R Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Bandung | Dipelihara Bandung
Pemeliharaan/Rehabilitasi BKPSDM | Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi BKPSDM | Jumlah Gedung Kantor dan
5 3 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Kab. Bangunan Lainnya yang [0] Unit 0 Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Bangunan Lainnya yang 0 Unit 0
Bangunan Lainnya Bandung | Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Bandung | Dipelihara/Direhabilitasi
. e Jumlah Sarana dan . e
Pemeliharaan/Rehabilitasi BKPSDM | Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana BKPSDM Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana . . dan Prasarana Pendukung Pendukung Gedung Kantor atau .
5 3 1 2.09 11 Kab. atau Bangunan Lainnya 1 Unit 15.000.000 Kab. . 0 | Unit 0
Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Bandung | yang Lainnya Bandung Dipelihara/Direhabilitasi
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah 1 30.567.158.000 | Jumlah 1 30.366.142.300
PROGRAM KEPEGAWAIAN Rata-rata Persentase PROGRAM KEPEGAWAIAN Rata-rata Persentase Manajemen
5 3 2 0 0 DAERAH Manajemen Layanan ASN 90 | Persen 3.993.756.000 DAERAH Layanan ASN 90 | Persen 3.819.350.700
Pengadaan, Pemberhentian g;zsear:jt:;z F;esrlrllllixs*;len tian Pengadaan, Pemberhentian dan Presentase Fasilitasi Pengadaan,
5 3 2 2.01 0 dan Informasi Kepegawaian & > X 100 Persen 1.498.750.000 & d . Pemberhentian dan Informasi 100 Persen 1.426.510.500
dan Informasi Kepegawaian Informasi Kepegawaian ASN .
ASN ASN Kepegawaian ASN
Perumusan Bahan BKPSDM | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebiiakan BKPSDM | Jumlah Dokumen Hasil
5 3 2 2.01 1 Kebiiakan Pengadaan ASN Kab. Perumusan Bahan 1 Dokumen 35.000.000 Pengadaan ASN v Kab. Perumusan Bahan Kebijakan 1 Dokumen 35.000.000
; & Bandung | Kebijakan Pengadaan ASN & Bandung | Pengadaan ASN
Penyusunan Rencana gs;nla:ugzl:‘u}?; zléaliiml Jumlah Dokumen Hasil
Kebutuhan, Jenis dan BKPSDM Kebiltluhan Jenis dan Penyusunan Rencana Kebutuhan, BKPSDM | Penyusunan Rencana
5 3 2 2.01 2 Jumlah Jabatan untuk Kab. ’ 1 Dokumen 48.750.000 Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Kab. Kebutuhan, Jenis dan Jumlah 1 Dokumen 48.750.000
Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan Bandung Pelaksanaan Pengadaan ASN Bandung | Jabatan untuk Pelaksanaan
Pelaksanaan Pengadaan
ASN ASN Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi BKPSDM | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi BKPSDM | Jumlah Dokumen Kegiatan
5 3 2 2.01 3 Pengadaan PNS dan PPPK Kab. Koordinasi dan Fasilitasi 2 Dokumen 750.000.000 Pengadaan PNS dan PPPK Kab. Koordinasi dan Fasilitasi 2 Dokumen 750.000.000
g Bandung | Pengadaan PNS dan PPPK & Bandung | Pengadaan PNS dan PPPK
Evaluasi Pengadaan ASN BKPSDM Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN dan BKPSDM Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
5 3 2 2.01 4 Kab. X 1 Laporan 15.000.000 Kab. 1 Laporan 15.000.000
dan Pengadaan ASN Evaluasi Pengadaan ASN Pengadaan ASN Pengadaan ASN
Bandung Bandung
Koordinasi Pelaksanaan BKPSDM ‘lizmal?:nDI?(ﬁg;zzs}ilaSﬂ Koordinasi Pelaksanaan BKPSDM Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan
5 3 2 2.01 6 Administrasi Kab. 8t . . 1200 | Dokumen 100.000.000 - . . Kab. Koordinasi Pelaksanaan 900 Dokumen 100.000.000
. Pelaksanaan Administrasi Administrasi Pemberhentian - . .
Pemberhentian Bandung . Bandung | Administrasi Pemberhentian
Pemberhentian
Evaluasi Pemberhentian BKPSDM | Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
5 3 2 2.01 7 Kab. Evaluasi Pemberhentian 1 | Dokumen 60.000.000 | Evaluasi Pemberhentian ASN Kab. pe 1 | Dokumen 42.070.000
ASN Pemberhentian ASN
Bandung | ASN Bandung
e s . BKPSDM . BKPSDM .
5 | 3| 2 | 201 | s | Fasilitasi Lembaga Profesi Kab. Jumlah Lembaga Profesi 2 | Lembaga 150.000.000 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Kab. Jumlah Lembaga Profesi ASN 2 | Lembaga 150.000.000
ASN ASN yang Difasilitasi yang Difasilitasi
Bandung Bandung
Pengelolaan Sistem BKPSDM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi BKPSDM | Jumlah Dokumen Hasil
5 3 2 2.01 10 & . . Kab. Pengelolaan Sistem 1 Dokumen 300.000.000 & . Kab. Pengelolaan Sistem Informasi 1 Dokumen 260.160.000
Informasi Kepegawaian . . Kepegawaian .
Bandung | Informasi Kepegawaian Bandung | Kepegawaian
Pengelolaan Dat BKPSDM | Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM Jumlah Dokumen Hasil
5 3 2 2.01 11 cengeloraan Data Kab. Pengelolaan Data 5000 | Dokumen 20.000.000 | Pengelolaan Data Kepegawaian Kab. um-an Dokumen Has . 5000 | Dokumen 15.270.000
Kepegawaian . Pengelolaan Data Kepegawaian
Bandung | Kepegawaian Bandung
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Catatan

Rancangan Penting
o q & © gﬂ Bi . . .
< . d o < idang Urusan Indikator Kinerja Program . . . S Kebutuhan
5 24 % 'a a ig Pemerintahan dan Program Lokasi (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian Kinerja KebutuhanA Dar}a/ Bidang Urusan Pemerlqtahan dan Lokasi Indikator Klner_la Program Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu
g mg o 3} 5 . Pagu Indikatif Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lo
=) g & ¥ @ dan Kegiatan (Output) Indikatif
] @) 4) i (5) (6) (7) 8) © (10) (11) (12)
Evaluasi Data, Informasi BKPSDM | pumiah Laporan Hasil Evaluasi Data. Informasi dan BKPSDM | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
5 3 2 2.01 12 dan Sistem Informasi Kab. vaiue - . 1 Laporan 20.000.000 varuast - 1 ca Kab. Data, Informasi dan Sistem 1 Laporan 10.260.500
. dan Sistem Informasi Sistem Informasi Kepegawaian X .
Kepegawaian Bandung K . Bandung | Informasi Kepegawaian
epegawaian
Prosentase ASN Yang Prosentase ASN Yang Terfasilitasi
5 3 2 2.02 0 Mutasi dan Promosi ASN Terfasilitasi Mutasi dan 90 | Persen 710.000.000 | Mutasi dan Promosi ASN . g 90 | Persen 677.834.200
Promosi Mutasi dan Promosi
‘}i:lr:lﬁZnDa:n l\rzstnagasﬂ Jumlah Dokumen Hasil
BKPSDM Jabatan Pimpi Ti . BKPSDM Pelaksanaan Mutasi Jabatan
5 | 3 | 2 | 202 1 | Pengelolaan Mutasi ASN Kab. abatan timpinan tingel, 40 | Dokumen 170.000.000 | Pengelolaan Mutasi ASN Kab. Pimpinan Tinggi, Jabatan 40 | Dokumen 137.834.200
Jabatan Administrasi, L .
Bandung Bandung | Administrasi, Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana dan dan Mutasi ASN antar Daerah
Mutasi ASN antar Daerah
. BKPSDM . BKPSDM .
s 3 2 2.02 2 Pengelolaan Kenaikan Kab. Juml_ah Pengelolaan 1750 Dokumen 140.000.000 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Kab. Jumlah Pengelolaan Kenaikan 1750 Dokumen 140.000.000
Pangkat ASN Kenaikan Pangkat ASN ASN Pangkat ASN
Bandung Bandung
BKPSDM . BKPSDM .
5 3 2 2.02 3 Pengelolaan Promosi ASN Kab. Jumlah Dokumen H.aSll 2 Dokumen 400.000.000 Pengelolaan Promosi ASN Kab. Jumlah Dokumen H_asﬂ 2 Dokumen 400.000.000
Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Promosi ASN
Bandung Bandung
5 | 3| 2 |20s| o | Pengembangan Kompetensi Persentase Fasilitasi 100 | Persen 1.225.000.000 | Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Fasilitasi 100 | Persen 1.225.000.000
) ASN Pengembangan ASN ) ) ) g g p Pengembangan ASN ) ) )
Pengelolaan Assessment BKPSDM | Jumlah Dokumen BKPSDM Jumlah Dokumen Pengelolaan
5 3 2 2.03 2 8 Kab. Pengelolaan Assessment 100 | Dokumen 700.000.000 | Pengelolaan Assessment Center Kab. g 400 | Dokumen 700.000.000
Center Assessment Center
Bandung | Center Bandung
L BKPSDM | Jumlah ASN yang g . BKPSDM
5| 3| 2203/ 4 Ee“.gel"la"m Pendidikan Kab. Mendapatkan Pendidikan 100 | Orang 350.000.000 | Fengelolaan Pendidikan Lanjutan Kab. Jumlah ASN yang Mendapatkan 300 | Orang 350.000.000
anjutan ASN R ASN Pendidikan Lanjutan
Bandung | Lanjutan Bandung
Sosialisasi dan Penyebaran BKPSDM ég;?;%};ats)?ld(::;:n}l:‘ts)iran Sosialisasi dan Penyebaran BKPSDM és:;;?izaZ?ﬁerl?’gnH?‘ts)lalran
5 3 2 2.03 12 Informasi Jabatan Kab. £ N Yy 0 | Dokumen 0 | Informasi Jabatan Fungsional Kab. £ X 4 ional 0 | Dokumen 0
Fungsional ASN Bandung Informasi Jabatan ASN Bandung Informasi Jabatan Fungsional
Fungsional ASN ASN
. BKPSDM . . . BKPSDM .
5 3 2 2.03 13 Pemblpaan Jabatan Kab. Jumlah ASN Fungsional 2 | Orang 100.000.000 Pembinaan Jabatan Fungsional Kab. Jltln?lah ASN Fungsional yang 9 Orang 100.000.000
Fungsional ASN yang Dibina ASN Dibina
Bandung Bandung
Fasilitasi Pengembangan BKPSDM ‘}{,E?I:;I?SN ;J;batan Fasilitasi Pengembangan Karir BKPSDM Jumlah ASN Jabatan Fungsional
5 3 2 2.03 14 Karir dalam Jabatan Kab. & yang 8 Orang 75.000.000 g & Kab. yang Mendapatkan Layanan 8 Orang 75.000.000
3 Mendapatkan Layanan dalam Jabatan Fungsional .
Fungsional Bandung - Bandung | Pengembangan Karir
Pengembangan Karir
5 3 2 2.04 o Pgnllglan dan Evaluasi Persgntgse ASN Yang 95 | Persen 560.006.000 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Peltsentase ASN Yang Berkinerja 95 | Persen 490.006.000
Kinerja Aparatur Berkinerja Baik Aparatur Baik
Penyusunan Kebijakan BKPSDM gs:la:ugZEuI?; Eliq'a}lliiﬂ Penyusunan Kebiiakan Penilaian BKPSDM Jumlah Dokumen Hasil
5 | 3 | 2 | 204 | 1 | Penilaian dan Evaluasi Kab. yu vakan 1 | Dokumen 61.730.000 yu eba; Kab. Penyusunan Kebijakan Penilaian 1 | Dokumen 61.730.000
N Penilaian dan Evaluasi dan Evaluasi Kinerja Aparatur R
Kinerja Aparatur Bandung S Bandung | dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kinerja Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan BKPSDM | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan BKPSDM Jumlah Dokumen Hasil
5 3 2 2.04 2 e . Kab. Pelaksanaan Penilaian dan 2 Dokumen 103.500.000 RS Kab. Pelaksanaan Penilaian dan 2 Dokumen 103.500.000
Evaluasi Kinerja Aparatur e Evaluasi Kinerja Aparatur R
Bandung | Evaluasi Kinerja Aparatur Bandung Evaluasi Kinerja Aparatur
Evaluasi Hasil Penilaian BkpspM | Jumiah Dokumen Hasil D BKPSDM | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
. Evaluasi Hasil Penilaian Evaluasi Hasil Penilaian dan . P .
5 3 2 2.04 3 dan Evaluasi Kinerja Kab. J (0] Laporan 0 S . Kab. Hasil Penilaian dan Evaluasi 0 Laporan 0
dan Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Aparatur L.
Aparatur Bandung Aparatur Bandung Kinerja Aparatur
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Catatan

Rancangan Penting
o q & © gﬂ Bi . . .
< . d o < idang Urusan Indikator Kinerja Program . . . S Kebutuhan
3 24 5 'a a ig Pemerintahan dan Program Lokasi (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian Kinerja KebutuhanA Dar}a/ Bidang Urusan Pemerlqtahan dan Lokasi Indikator Klner_la Program Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu
g mg o 3} 5 . Pagu Indikatif Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lo
=) g & ™ @ dan Kegiatan (Output) Indikatif
] 3) 4) (5) (6) (7) (8) © (10) (11) (12)
. BKPSDM . BKPSDM S
Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang Diberikan
5 s 2 2.04 4 Penghargaan Bagi Pegawai Kab. Diberikan Penghargaan 6 Orang 211.000.000 Penghargaan Bagi Pegawai Kab. Penghargaan s Orang 141.000.000
Bandung Bandung
BKPSDM . BKPSDM I
5 3 2 2.04 5 gengelolaan Tanda Jasa Kab. Jl_lmlgh ASN yang 326 | Orang 8.776.000 Pengelo_laan Tanda Jasa Bagi Kab. Jumlah ASN yang Diberikan 326 | Orang 8.776.000
agi Pegawai Diberikan Tanda Jasa Pegawai Tanda Jasa
Bandung Bandung
BKPSDM | Jumlah ASN yang BKPSDM Jumlah ASN vang Mendapatkan
5 3 2 2.04 7 Pembinaan Disiplin ASN Kab. Mendapatkan Pembinaan 3 Orang 40.000.000 Pembinaan Disiplin ASN Kab. Pembi Kyd‘ g L p 3 Orang 40.000.000
Bandung | Kedisiplinan Bandung cmbinaan Kedisipinan
Pengelolaan Penvelesaian BKPSDM | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian BKPSDM Jumlah Laporan Hasil
5 3 2 2.04 8 Pelagn aran Disi] lin ASN Kab. Pengelolaan Penyelesaian 20 | Laporan 80.000.000 Pelagn aran Dis?, lin ASN Kab. Pengelolaan Penyelesaian 20 | Laporan 80.000.000
88 p Bandung | Pelanggaran Disiplin ASN 88 P Bandung | Pelanggaran Disiplin ASN
Pelayanan Proses Izin BKPSDM nglah Dokumen Prosp S Pelayanan Proses Izin Perceraian BKPSDM Jumlah Dokumen Proses Izin
5 3 2 2.04 9 . X Kab. Izin Perceraian Pegawai 40 | Dokumen 40.000.000 R Kab. . . R . 40 | Dokumen 40.000.000
Perceraian Pegawai B . Pegawai Perceraian Pegawai yang Dilayani
Bandung | yang Dilayani Bandung
BKPSDM . BKPSDM . .
5 3 2 | 2.04 | 10 | Evaluasi Disiplin ASN Kab. Jumlah Laporan Hasil 1 | Laporan 15.000.000 | Evaluasi Disiplin ASN Kab. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 | Laporan 15.000.000
Evaluasi Disiplin ASN Disiplin ASN
Bandung Bandung
URUSAN PENDIDIKAN DAN URUSAN PENDIDIKAN DAN
5 4 0 0 0 PELATIHAN 4.294.964.000 PELATIHAN 5.154.964.000
PROGRAM . .
5 | 4| 2 0 0 | PENGEMBANGAN SUMBER Persentase Peningkatan 85 | Persen 4.294.964.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Peningkatan 85 | Persen 5.154.964.000
Kompetensi ASN SUMBER DAYA MANUSIA Kompetensi ASN
DAYA MANUSIA
. Persentase ASN Yang . .
5 4 2 2.01 0 Penggmbangan Kompetensi Memenuhi Standar 3 Persen 820.000.000 Peng?mbangan Kompetensi Persentase ASN Yaqg Memenuhi 3 Persen 820.000.000
Teknis X Teknis Standar kompetensi
kompetensi
Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan Teknis
Teknis dan rencana dan Rencana Penyusunan Kebiiakan Teknis Jumlah Kebijakan Teknis dan
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi danylincana Pen. Jemban an Rencana Pengembangan
Teknis Umum, Inti, dan Teknis Umum, Inti, dan Kompetensi Tekngis Umurgn Inti Kompetensi Teknis Umum, Inti,
pilihan bagi Jabatan BKPSDM | Pilihan bagi Jabatan dan pilihan bagi Jabatan ’ ’ BKPSDM | dan Pilihan bagi Jabatan
5 4 2 2.01 1 Administrasi Penyelenggara Kab. Administrasi Penyelenggara 1 Dokumen 35.000.000 A dmfnistrasi P§n clengsara Kab. Administrasi Penyelenggara 1 Dokumen 35.000.000
Urusan Pemerintahan Bandung | Urusan Pemerintahan Urasan Pemerinchanglgonkuren Bandung | Urusan Pemerintahan Konkuren,
Konkuren, Perangkat Konkuren, Perangkat Perangkat Daerah Penunjan: da’n Perangkat Daerah Penunjang,
Daerah Penunjang, dan Daerah Penunjang, dan Urusa%l Pemerintahan U l’il u x% dan Urusan Pemerintahan Umum
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan yang Disusun
Umum Umum yang Disusun
Penyelenggaraan
?ZEif?gfnl‘frin Iﬁ?img:rtlenm Penyelenggaraan Pengembangan
ilihan bagi J;bataln Kompetensi Teknis Umum, Inti,
ﬁdministrflsi Penyelenggara BKPSDM | Jumlah ASN yang dan pilihan bagi Jabatan BKPSDM Jumlah ASN vang Mengikuti
5 4 2 2.01 3 Urusan Pemerint};hangg Kab. Mengikuti Pengembangan 100 Orang 750.000.000 | Administrasi Penyelenggara Kab. Pengemban: ayn Kgom einsi 765 Orang 750.000.000
Konkuren. Perangkat Bandung | Kompetensi Urusan Pemerintahan Konkuren, Bandung & g P
Daerah Pe,nun'ang dan Perangkat Daerah Penunjang, dan
yang, Urusan Pemerintahan Umum
Urusan Pemerintahan
Umum
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Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029)

Catatan

KODE Rancangan Penting
o q & © gﬂ Bi . . .
< . d o < idang Urusan Indikator Kinerja Program . . . S Kebutuhan
5 24 % 'a a ig Pemerintahan dan Program Lokasi (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian Kinerja KebutuhanA Dar}a/ Bidang Urusan Pemerlqtahan dan Lokasi Indikator Klner_la Program Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu
g mg o 3} 5 . Pagu Indikatif Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lo
=) g & > @ dan Kegiatan (Output) Indikatif
@) @) (4) (5) (6) (7) (8) ©) (10) (11) (12)
. Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan, Pembinaan
Pengoordinasian, Fasilitasi, L I . . . Jumlah Dokumen Hasil
. Pengoordinasian, Fasilitasi, Pembinaan, Pengoordinasian, . N .
Pemantauan, Evaluasi, dan X ey s . Pembinaan, Pengoordinasian,
Pemantauan, Evaluasi, dan Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, SR .
Pelaporan Pengembangan Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,
Kompetensi Teknis umum. Pelaporan Pengembangan dan Pelaporan Pengembangan dan Pelaporan Pengembangan
Inti. dan pilihan bagi ’ BKPSDM Kompetensi Teknis Umum, Kompetensi Teknis umum, Inti, BKPSDM Kompetensi Teknis Umum. Inti
5 | 4| 2 |201]| 4 g prihan bagi Kab. Inti, dan Pilihan bagi 1 | Dokumen 35.000.000 | dan pilihan bagi Jabatan Kab. pet ! > 1 Dokumen 35.000.000
Jabatan Administrasi P . A . dan Pilihan Bagi Jabatan
P Bandung | Jabatan Administrasi Administrasi Penyelenggara Bandung . .
enyelenggara Urusan . Administrasi Penyelenggara
. Penyelenggara Urusan Urusan Pemerintahan Konkuren, .
Pemerintahan Konkuren, 3 X Urusan Pemerintahan Konkuren,
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan .
Perangkat Daerah . Perangkat Daerah Penunjang,
> Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Umum .
Penunjang, dan Urusan Penuniang, dan Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum
Pemerintahan Umum Peme r-i]nt fl‘la_n Umum
5 4 2 2.02 0 Pengembangan Kompetensi ’ & - 3 Persen 3.474.964.000 Pengembangan Kompetensi ’ g . 3 Persen 4.334.964.000
M ‘erial dan F N 1 Pengembangan Kompetensi M ‘erial dan F N 1 Pengembangan Kompetensi
anajerial dan Fungsiona o X anajerial dan Fungsional P -
Manajerial dan Fungsional Manajerial dan Fungsional
Pen, usunan Kebijakan Jumlah Kebijakan Teknis - .
Teknis dan Rencana . . Penyusunan Kebijakan Teknis . .
. . . dan Rencana Sertifikasi ) . Jumlah Kebijakan Teknis dan
Sertifikasi Kompetensi, . dan Rencana Sertifikasi . . .
P Kompetensi, Pengelolaan . Rencana Sertifikasi Kompetensi,
engelolaan Kelembagaan, Kompetensi, Pengelolaan
Kelembagaan, Tenaga Pengelolaan Kelembagaan,
Tenaga Pengembang Pengembang Kompetensi. Kelembagaan, Tenaga Tenaga Pengembang Kompetensi
Kompetensi, Sumber BKPSDM Surgber Beli‘ar Kl:;r‘a ? Pengembang Kompetensi, Sumber BKPSDM Sumser Belga’ar Ke%’a Sar};a ’
5 | 4 | 2 | 202 | 1 | Belajar, Kerjasama, Kab. Jar, hern 1 | Dokumen 5.000.000 | Belajar, Kerjasama, Kab. yar, Ber 2 1 Dokumen 5.000.000
. Sama, Pengembangan . Pengembangan Kompetensi
Pengembangan Kompetensi Bandung > . Pengembangan Kompetensi Bandung .o
N Kompetensi Pimpinan oo Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Daerah, Jabatan S Pimpinan Daerah, Jabatan S L L
Pimpi . X Daerah, Jabatan Pimpinan L . N N Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan
impinan Tinggi, . . L Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan .
A Tinggi, Kepemimpinan dan X . dan Prajabatan, Serta Jabatan
Kepemimpinan dan < dan Prajabatan,Sertajabatan . .
. . Prajabatan,Serta Jabatan . Fungsional yang Disusun
Prajabatan,Sertajabatan Funesional vang Disusun Fungsional
Fungsional 8 yansg
Pelaksanaan Sertifikasi Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi di Lingkungan BKPSDM Jumlah ASNAyalng Kompetensi di Lingkungan BKPSDM Jumlah ASN yang Tersertifikasi
5 Lo Kab. Tersertifikasi Lingkup 100 Orang 100.000.000 5 Lo Kab. N 100 Orang 100.000.000
Pemerintah Provinsi dan Bandun Kabupaten,/Kota Pemerintah Provinsi dan Bandun Lingkup Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota g P Kabupaten /Kota g
Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil
Yy 88 . Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi Penyelenggaraan Pengembangan Penyelenggaraan Pengembangan
bagi Pimpinan Daerah, BKPSDM ba igPim ingan Daera?h Kompetensi bagi Pimpinan BKPSDM KonZ e tel%gi bagi Pimginan &
5 | 4 | 2 | 202 | 7 | Jabatan Pimpinan Tinggi, Kab. g1 rimpinan 2, 100 | Laporan 3.339.964.000 | Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kab. P gt Himpl 434 Laporan 4.199.964.000
. Jabatan Pimpinan Tinggi, : Daerah, Jabatan Pimpinan
Jabatan Fungsional, Bandung X Jabatan Fungsional, Bandung L .
S Jabatan Fungsional, . . Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan L Kepemimpinan, dan Prajabatan R .
R Kepemimpinan, dan Kepemimpinan, dan Prajabatan
Prajabatan Prajabatan
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KODE Rancangan Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029) s
o q & © ¥ Bi . . .
< . d o < idang Urusan Indikator Kinerja Program . . . S Kebutuhan
3 24 5 'a a ig Pemerintahan dan Program Lokasi (Outcome) dan Kegiatan Target Capaian Kinerja KebutuhanA Dar}a/ Bidang Urusan Pemerlqtahan dan Lokasi Indikator Klner_la Program Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu
g mg o 3} 5 . Pagu Indikatif Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lo
=) g & > @ dan Kegiatan (Output) Indikatif
@) @) (4) (5) (6) (7) (8) ©) (10) (11) (12)
Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi, . L
. . Pembinaan, Pengoordinasian,
Pemantauan, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Hasil R . .
. X . Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, Jumlah Dokumen Hasil
Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi, L . .
: . e dan Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi,
Sertifikasi, Pengelolaan Fasilitasi, Pemantauan, . A ey s .
Kelembagaan dan Tenaga Evaluasi. dan Pelaporan Sertifikasi, Pengelolaan Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,
P(Sne embga_n Kom, eetengi BKPSDM Pelal‘;lsasr{aan Seitif?lgasi Kelembagaan dan Tenaga BKPSDM dan Pelaporan Pelaksanaan
5 4 2 2.02 8 & g P ’ Kab. ? 1 Dokumen 30.000.000 | Pengembang Kompetensi, Kab. Sertifikasi, Pengelolaan 1 Dokumen 30.000.000
Pengelolaan Sumber Pengelolaan Kelembagaan .
> X Bandung Pengelolaan Sumber Belajar, dan Bandung | Kelembagaan dan Tenaga
Belajar, dan Kerjasama, dan Tenaga Pengembang ; .
. Kerjasama, serta Pengembangan Pengembang Kompetensi,
serta Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan PN .
A . . Kompetensi Pimpinan Daerah, Pengelolaan Sumber Belajar, dan
Kompetensi Pimpinan Sumber Belajar, dan Kerja N W :
s Jabatan Pimpinan Tinggi, Kerja Sama
Daerah, Jabatan Pimpinan Sama L .
Ti X L Kepemimpinan, dan Prajabatan
inggi, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Pengembangan Kompetensi Persentase ASN Mengikuti Persentase ASN Mengikuti
5 4 2 2,03 0 ger & b . Pengembangan Kompetensi 0,00% | Persen 0 Pengembangan Kompetensi 0.00% Persen 0
Pemerintahan Dalam Negeri N . . .
Pemerintahan Dalam Negeri Pemerintahan Dalam Negeri
Penyelenggaraan BKPSDM Jumlah ASNAy ang Jumlah ASN yang Tersertifikasi
. Tersertifikasi Lulus .
5 4 2 2,03 2 Pengembangan Kompetensi Kab. . 0 | Orang 0 Lulus Pengembangan Kompetensi 0 Orang 0
N . Pengembangan Kompetensi . .
Pemerintahan Dalam Negeri Bandung . . Pemerintahan Dalam Negeri
Pemerintahan Dalam Negeri
Jumlah 2 8.288.720.000 Jumlah 2 8.974.314.700
Jumlah Total 38.855.878.000 Jumlah Total 39.340.457.000
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I1.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Bandung
sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten
Bandung menata ulang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan
mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan
Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan
Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan
dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga tidak serta merta

bersentuhan langsung dengan masyarakat.
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BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan
prioritas pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk
peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Peningkatan kualitas
pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan
pegawai di lingkup BKPSDM berdasarkan tugas pokok dan fungsi
pelayanan baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun kepada
masyarakat diharapkan agar indikator meningkatnya kepuasan
masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menurunnya
kasus pengaduan terhadap pelayanan pemerintah dapat dicapai,
diwujudkan melalui peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
maupun program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

[II.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai
dengan misi ke 4 Bupati Bandung yaitu “Mengoptimalkan tata kelola
pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan
masyarakat yang berdasarkan nilai — nilai keagamaan”, dimana tujuan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026
adalah “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja
kelembagaan dalam pelayanan publik’. Setelah dilakukan kajian internal
maka sasaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung adalah “Meningkatnya
kualitas e-government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur,

tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik”.
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Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran dan
indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya dari uraian misi di

maksud, maka di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2021 - 2026

No Tuiuan Sasaran Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
J Tujuan/ Sasaran
2022 2023 2024 2025 2026
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
. Meningkatnya Nilai AKIP
Menlngkatnya kualitas kinerja BKPSDM 77 78 79 82 82.25
1 kapasitas dan tur d
kapabilitas aparalur an Prosentase BMD
internal BKPSDM. | Peyeiensgara dalam Kondisi 91 92 93 94 95
pelayanan publik. Baik
Terwujudnya o
sumber daya Meningkatnya Egﬁ; I;ndex Tata
2 ;fjfreastl‘;;gfmg gi"c(i)?é(ssionalisme Manajemen 70.08 | 73.08 | 76.08 | 79.08 | 82.08
kompeten dan ASN. ﬁ};aarﬁ;ur Sipil
berkinerja. g

Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor
terpenting dalam peoses perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan
dan sasaran BKPSDM menjabarkan dalam kebijakan program dan
kegiatan, untuk mencapai strategi BKPSDM selama kurun waktu 2021
s/d 2026.

Dikarenakan ada Rencana Strategis (Renstra) baru Tahun 2025
s/d 2029, maka perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan pada
rencana-rencana yang sudah ada, terutama yang berkaitan dengan
Indikator dan program kerja. Renstra baru menjadi dasar untuk
menyelaraskan semua kegiatan dengan tujuan dan arah baru sesuai
dengan Misi ke-3 Kabupaten Bandung yang tertuang di dalam RPJMD
Kabupaten Bandung 2025 s/d 2029 yaitu: “Mengoptimalkan tata kelola
pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan
akuntabel”, dimana tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung adalah
“Terwujudnya Profesionalitas ASN”. Setelah dilakukan kajian internal
maka sasaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung adalah “Meningkatnya
Profesionalitas ASN dan Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan

keterampilan ASN”.
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Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2025 - 2029

Realisasi TARGET TAHUN KET.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Satuan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1) @) @) “4) ) (6) @8 )] (10) (1) (12)
Terwujudnya Meningkatnya | Indeks RB Indeks RB General
Profesionalitas | Profesionalitas | Perangkat Point 80,29 80,50 80,80 81,10 81,40 81,70 82 pada Aplikasi
ASN ASN Daerah SURABI JABAR
Indeks s
N Penilaian
Manajemen Maturitas Risiko
11 1 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Risiko Point 63,51 63,60% | 63,70% | 63,80% | 63,90% | 64,00% | 64,00% BKPSDM oleh APIP
Perangkat Pemkab Bandun
Daerah g
Penilaian atas
Review
Indeks gﬁiess;:rrll;htas ASN
Profesionalitas | Point 84,65 84,85 85,05 85,25 85,45 85,65 85,85 )
Pemerintah oleh
ASN
Badan
Kepegawaian
Negara (BKN)
Penilaian atas
Review
. Profesionalitas ASN
Meningkatnya R .
Indeks Dimensi
pengetahuan, Profesionalitas Kompetensi di
keahlian, dan ) . Point 28,77 28,90 29,1 29,2 29,3 29,4 pet
. ASN Dimensi Instansi
keterampilan X )
Kompetensi Pemerintah oleh
ASN
Badan
Kepegawaian
Negara (BKN)

I1I.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang

membidangi manajemen kepegawaian dan meningkatkan kualitas

sumber daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka

program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua) unsur yaitu unsur

Internal dan Eksternal.

Tabel 3. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2026

= g| & g ¥
S ° S g; w X | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
el @2 3 W | § dan Kegiatan (Output)
-} Pl A v )
5 3 1 0 0 | PEMERINTAHAN DAERAH —
KABUPATEN/KOTA - Presentase Aset Dalam Kondisi Baik
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan
5 3 1 1201]0 - .
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi
5 3 1 12011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
5 3 112011 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
) RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
. . Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen - L
5 3 1 (201 3 Perubahan RKA SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
. . Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
5 3 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
. . Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan . . .
5 3 1 ]1201] 5 DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
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c g| & g ¥
3 g 3 ;‘% w * | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
c|l/@agl 3 W |5 dan Kegiatan (Output)
) =) Y v N
. . Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan R .
. . . L Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
5 3 1 | 2.01 | 6 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi . . . S
Kineria SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
J dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 3 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah %1;1;1;1:1 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Penyelenggaraan Walidata Pendukung . .
5 3 1 (201 8 Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik nglah Data Statlstl.k S?ktora Daerah yang Telah
5 3 1 (2019 Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Sektoral Daerah
Daerah
5 3 1 | 2.02 | O | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan dokumen keuangan
5 3 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN igrl\?lah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
. . Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan . . .
5 3 1 ]1202]| 5 Keuanean Akhir Tahun SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
g Keuangan Akhir Tahun SKPD
. . Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan . .
Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
5 3 1202} 7 | Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan
5 3 1 1205| 0 N :
Daerah bimbingan teknis
5 3 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapan
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi
5 3 1 |205]10
Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis
5 3 1 ]205]|11 .
Perundang Undangan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5 3 1 | 2.06 | O | Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran
. . Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi S
5 3 1 (2061 L7 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor S
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 3 1 |206]| 2 L
Kantor yang Disediakan
5 3 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor ngle}h Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
5 3 1 |206]| 5 L
Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
5 3 1 |206]| 6 L.
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
5 3 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
5 3 1 1206 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
) Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah . -
5 3 1 1207]| 0 - - Persentase ketersediaan barang milik daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5 3 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ngla}h Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat
5 3 1 1208]| 0 -
Pemerintahan Daerah Daerah
5 3 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5 3 1 1208 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
) Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5 3 1 1208 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
) Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5 3 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyfadla.a n Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
5 3 1 1209]| 0 Pemehharaan Barang Mlh.k Daerah Persentase aset dalam kondisi baik
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1132?rii?ﬁi?gaiasi?afkmg;};algi?irzlin]?;rallya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
5 3 1 1209 | 2 » rajaL, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak

Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

dan Perizinannya
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g gl 8] 5§ | ¥
3 g 3 ;‘% w * | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
c|l/@agl 3 W |5 dan Kegiatan (Output)
) =) Y v N
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
5 3 1 1209]| 6 . L
Lainnya Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5 3 11209 9 . L . e
dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
5 3 1 | 2.09 | 11 | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | atau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
5 3 2 0 0 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN
5 3 2 | 2011 0 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian
) Kepegawaian ASN dan Informasi Kepegawaian ASN
5 3 2 201 1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan
) ASN Kebijakan Pengadaan ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana
5 3 2 | 2.01 | 2 | dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk
Pengadaan ASN Pelaksanaan Pengadaan ASN
5 3 2 201 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan
) dan PPPK Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
5 3 2 1201 4 i‘é?\lluaSI Pengadaan ASN dan Pengadaan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
5 3 2 12011 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi
) Pemberhentian Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5 3 2 | 2.01 | 7 | Evaluasi Pemberhentian ASN ilér;lﬂah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian
5 3 2 | 2.01 | 8 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
5 3 2 | 2.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah ]?okumen H.a sil Pengelolaan Sistem
Informasi Kepegawaian
5 3 2 | 2.01 | 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Df)kumen Hasil Pengelolaan Data
Kepegawaian
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi
5 3 2 |12.01|12 . . . . .
Informasi Kepegawaian dan Sistem Informasi Kepegawaian
5 3 2 | 202! 0 | Mutasi dan Promosi ASN Prosentgse ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan
Promosi
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi
5 3 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Mutasi ASN Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,
Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
5 3 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5 3 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
5 3 2 | 2.03 | 0 | Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN
5 3 2 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
5 3 2 | 2.03 | 4 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan
Lanjutan
5 3 2 | 20312 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan
) Jabatan Fungsional ASN Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
5 3 2 | 2.03 | 13 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina
5 3 2 | 20314 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang
) Jabatan Fungsional Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
5 3 2 | 2.04 | 0 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase ASN Yang Berkinerja Baik
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan
5 3 2 1204 | 1 A o e Y
Evaluasi Kinerja Aparatur Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan
5 3 2 1204 | 2 S S
Kinerja Aparatur Evaluasi Kinerja Aparatur
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian
5 3 2 1204 | 3 S S
Kinerja Aparatur dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5 3 2 1204 | 4 Ezgii/l:ilaan Pemberian Penghargaan Bagi Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
5 3 2 | 2.04 | 5 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
5| 3 | 2 |2.04 | 7 | Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan
Kedisiplinan
5 3 2 1204 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian
) Disiplin ASN Pelanggaran Disiplin ASN
5 3 2 | 2.04 | 9 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai

yang Dilayani
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c g| & g ¥
3 g 3 ;‘% w * | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
c|l/@agl 3 W |5 dan Kegiatan (Output)
) =) Y v N
5 3 2 | 2.04 | 10 | Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
5 0 0] 0 | URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER . .
5 4 2 0 0 DAYA MANUSIA Persentase Peningkatan Kompetensi ASN
5 4 2 | 2.01 | O | Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase‘ASN Yang Memenuhi Standar
kompetensi
Penyusunan Kebijakan Teknis dan . Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana
rencana Pengembangan Kompetensi . . .
. . . . Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti,
Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi s . . .
L . dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
5 4 2 | 2.01 | 1 | Jabatan Administrasi Penyelenggara .
. Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
Urusan Pemerintahan Konkuren, .
. Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan ; ;
;i Pemerintahan Umum yang Disusun
Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
pilihan bagi Jabatan Administrasi Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan
5 4 2 1201 3 . .
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kompetensi
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,
Pengembangan Kompetensi Teknis umum, | dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis
5 4 2 | 2.01 | 4 | Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi | Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
dan Urusan Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, .
5 4 212020 . .2 . Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi
Kompetensi Manajerial dan Fungsional L .
Manajerial dan Fungsional
Penyusunan Kebljgkan Teknis ('ian Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi
Rencana Sertifikasi Kompetensi, .
Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga . . .
. . Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja
Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Lo
5 4 2 12021 h ; Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan
Kerjasama, Pengembangan Kompetensi S . . . L
Ny . Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan . .
. . L dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang
Tinggi, Kepemimpinan dan Disusun
Prajabatan,Sertajabatan Fungsional
Pfelaksanaan Sertlﬁkam Kompett?nm di Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup
5 4 2 | 2.02 | 3 | Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota
Kabupaten /Kota
Peny elengggraar} P'engfambangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, " =
. . - Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
5 4 2 | 2.02 | 7 | Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Lo . . .
. e Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Fungsional, Kepemimpinan, dan L A
. Kepemimpinan, dan Prajabatan
Prajabatan
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi,
Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
5 4 2 | 2.02 | 8 | Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan
dan Kerjasama, serta Pengembangan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan
Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Sumber Belajar, dan Kerja Sama
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan | Persentase ASN Mengikuti Pengembangan
5 4 212030 : . : .
Dalam Negeri Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Penvelensearaan Pengembanean Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus
5 4 2 1203 2 Y g8 g & Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam

Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

Negeri
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Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 dan
perkiraan maju tahun 2027 di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, diuraikan

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :
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Tabel 3. 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 dan
Perkiraan Maju Tahun 2027 (T-C.33)

Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

Urusg n/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program dan . Kebutuhan Dana/ Catatan . Kebutuhan
KODE Pemerintahan dan Program . . Target Capaian o Sumber . Target Capaian
dan Kegiatan Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Penting Kineria Dana/ Pagu
2026 Indikatif 2027
PROGRAM PENUNJANG Indeks Reformasi Birokrasi PD 80.8 | Point 30.366.142.300 APBD 81.1 | Point 30.665.158.000
3|1 0 URUSAN PEMERINTAHAN . . .
DAERAH KABUPATEN /KOTA Indeks Manajemen Risiko PD 63.7 | Persen 63.8 | Persen
Perencanaan, Penganggaran, .
3| 1201 dan Evaluasi Kinerja Presentase Ketersedian Dokumen 100 | Persen 39.000.000,00 | APBD 100 | Persen 39.000.000,00
Perencanaan dan Evaluasi
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan BKPSDM
3111201 Perencanaan Perangkat Kab. 4 | Dokumen 8.000.000 APBD 4 | Dokumen 8.000.000
Perangkat Daerah
Daerah Bandung
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan BKPSDM
311|201 Dokumen RKA—SKP}]’Du Laporan Hasil Koordinasi Kab. 2 | Dokumen 3.000.000 APBD 2 | Dokumen 3.000.000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Bandung
Koordinasi dan Penyusunan “};II'I{IX};?{P?S 1;‘::?; P(f;;lr??-lhaaslill BKPSDM
3|1]201 Dokumen Perubahan RKA . . P Kab. 2 | Dokumen 3.000.000 APBD 2 | Dokumen 3.000.000
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Bandun
Perubahan RKA-SKPD ung
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan BKPSDM
311|201 DPA-SKPD yu Laporan Hasil Koordinasi Kab. 2 | Dokumen 5.000.000 APBD 2 | Dokumen 5.000.000
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Bandung
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Pen, nan DPA-SKPD dan Laporan Hasil BKPSDM
311|201 oordinast dan tenyusuna AL dan Laporan tlas Kab. 2 | Dokumen 5.000.000 | APBD 2 | Dokumen 5.000.000
Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Band
Perubahan DPA-SKPD anduns
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Laporan Capaian Kinerja dan SKPD dan Laporan Hasil BKPSDM
3|1]201 PO baian tner gan Lap Kab. 1 | Laporan 3.000.000 | APBD 1 | Laporan 3.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi Penyusunan Laporan Bandun
SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar g
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja BKPSDM
311|201 J g p J Kab. 7 | Laporan 10.000.000 | APBD 7 | Laporan 10.000.000
Daerah Perangkat Daerah
Bandung
Penyelenggaraan Walidata . BKPSDM
311|201 Pendukung Statistik Sektoral | JWmiah Dokumen Hasil Kab. 1 | Dokumen 1.000.000 | APBD 1 | Dokumen 1.000.000
Penyelenggaraan Walidata
Daerah Bandung
Pelaksanaan Pengumpulan %1;21:1’1;1 zita,f‘:f: ﬁsgli(klsli(tﬁfan BKPSDM
3|1]201 Data Statistik Sektoral nyang te b Kab. 70 | Data 1.000.000 APBD 70 | Data 1.000.000
dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Daerah Bandung
Daerah
31202 Administrasi Keuangan Persentase ketersediaan dokumen 100 | Persen 28.480.688.000 | APBD 100 | Persen 28.480.688.000
Perangkat Daerah keuangan
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Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

Urusan/ Bidang Urusan . R
KODE Pemerintahan dan Program Indikator Kmega Program dan . Target Capaian Kebutuhan'Dar.la/ Sumber Cata'Fan Target Capaian Kebutuhan
dan Kegiatan Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Penting Kineria Dana/ Pagu
2026 Indikatif 2027
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji BKPSDM Orang/b Orang/b
1202 1 y J orang yans J Kab. 65 & 28.445.688.000 | APBD 65 & 28.445.688.000
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN ulan ulan
Bandung
Koordinasi dan Penyusunan %:El lihsi?%)?;n%;iﬁiinHﬁtﬁlr BKPSDM
1| 2.02 | 5 | Laporan Keuangan Akhir o . b Kab. 1 | Laporan 15.000.000 APBD 1 | Laporan 15.000.000
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Bandung
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/
Laporan Keuanean yusu Semesteran SKPD dan Laporan BKPSDM
11202 7 b lang Koordinasi Penyusunan Laporan Kab. 8 | Laporan 20.000.000 APBD 8 | Laporan 20.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD Keuangan Bandung
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1] 205 | o |Administrasi Repegawaian Persentase orang yang mengikuti 100 | Persen 5.000.000 | APBD 100 | Persen 90.470.000
Perangkat Daerah sosialisasi dan bimbingan teknis
Jumlah Paket Pakaian Dinas BKPSDM
1| 2.05| 2 | Pengadaan Pakaian Dinas . Kab. 1 | Paket 5.000.000 APBD 1 | Paket 5.000.000
beserta Atribut Kelengkapan
Bandung
Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti BKPSDM
1]205]| 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Kab. 0 | Orang 0 APBD 70 | Orang 85.470.000
Perundang-Undangan
Undangan Bandung
Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti BKPSDM
1| 2.05 | 11 | Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi Kab. 0 | Orang 0 APBD 0 | Orang 0
Perundang Undangan Peraturan Perundang-Undangan Bandung
1| 206 | o | Administrasi Umum Persentase ketersediaan 100 | Persen 361.789.900 | APBD 100 | Persen 450.000.000
Perangkat Daerah operasional perkantoran
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi BKPSDM
1| 2.06 | 1 | Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kab. 1 | Paket 15.000.000 APBD 1 | Paket 15.000.000
Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan Bandung
Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan BKPSDM
1]206| 2 Y Perlengkapan Kantor yang Kab. 2 | Paket 65.602.500 APBD 2 | Paket 120.000.000
Perlengkapan Kantor L
Disediakan Bandung
Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan Logistik BKPSDM
1| 206 | 4 | goyecdiaan bahan Logist umia et Panan Logist Kab. 1 | Paket 20.000.000 | APBD 1 | Paket 30.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan
Bandung
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan BKPSDM
1|206 | 5 | chyetaan barang Letaka uma ¢t barang eaxan ca Kab. 1 | Paket 69.187.400 | APBD 1 | Paket 90.000.000
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Bandung
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan BKPSDM
1| 2.06 | 6 | dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Kab. 3 | Dokumen 11.000.000 APBD 3 | Dokumen 10.000.000
undangan Undangan yang Disediakan Bandung
Jumlah Laporan Fasilitasi BKPSDM
1| 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu . P Kab. 12 | Laporan 15.000.000 APBD 12 | Laporan 15.000.000
Kunjungan Tamu Bandung
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Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

Urusan/ Bidang Urusan . R
KODE Pemerintahan dan Program Indikator Kmega Program dan . Target Capaian Kebutuhan'Dar.la/ Sumber Cata'Fan Target Capaian Kebutuhan
dan Kegiatan Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Penting Kineria Dana/ Pagu
2026 Indikatif 2027
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan BKPSDM
1| 2.06 | 9 | Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab. 150 | Laporan 166.000.000 APBD 75 | Laporan 170.000.000
SKPD SKPD Bandung
Pengadaan Barang Milik Persentase ketersediaan baran
1| 2.07 | 0 | Daerah Penunjang Urusan s g 100 | Persen 47.761.800 APBD 100 | Persen 85.000.000
. milik daerah
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin BKPSDM
1207 | 6 | reacaan e by craat ©s Kab. 8 | Unit 47.761.800 | APBD 4 | Unit 85.000.000
Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan
Bandung
1] 208 | o |Penyediaan Jasa Penunjang | Presentase Ketersedian Jasa 100 | Persen 1.297.992.600 | APBD 100 | Persen 1.365.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah | Penunjang Perangkat Daerah
. . BKPSDM
1] 208 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. 9000 | Laporan 40.000.000 | APBD 9000 | Laporan 20.000.000
Menyurat Surat Menyurat
Bandung
Penvediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa BKPSDM
1208 2 Y - .. .| Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kab. 1 | Laporan 34.202.460 APBD 12 | Laporan 120.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik . ..
Listrik yang Disediakan Bandung
Penvediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa BKPSDM
1]12.08]| 3 Y Peralatan dan Perlengkapan Kab. 0 | Laporan 0 APBD 0 | Laporan 0
dan Perlengkapan Kantor s
Kantor yang Disediakan Bandung
Penvediaan Jasa Pelavanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa BKPSDM
1208 4 Y 4 Pelayanan Umum Kantor yang Kab. 12 | Laporan 1.223.790.140 APBD 12 | Laporan 1.225.000.000
Umum Kantor . .
Disediakan Bandung
Pemeliharaan Barang Milik Persentase aset dalam kondisi
1| 2.09 | O | Daerah Penunjang Urusan baik 95 | Persen 133.910.000 APBD 95 | Persen 155.000.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa .
Pemeliharaan, Biaya éurg:;'}o}jlzrlli?;iafa])g;asan an BKPSDM
1|2.09 | 2 | Pemeliharaan, Pajak, dan pere . -apangan yang Kab. 18 | Unit 113.950.000 | APBD 23 | Unit 120.000.000
. - Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Perizinan Kendaraan Dinas .. Bandung
- dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin BKPSDM
1]209 | 6 | meriaraan reraatan da umrah reraatan can vies Kab. 26 | Unit 19.960.000 | APBD 27 | Unit 20.000.000
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Bandung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan BKPSDM
1] 2.09 | 9 | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Kab. 0 | Unit 0 APBD 1 | Gedung 0
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Bandung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
S dan P Ged Kant tau B BKPSDM
1| 2.00 | 11 | D8ranadan frasarana eaung Bantor atau Bangunan Kab. 0 | Unit 0| APBD 1 | Unit 15.000.000
Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Bandun
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi g
Jumlah 1 30.366.142.300 30.665.158.000
PROGRAM KEPEGAWAIAN Rata-rata Persentase Manajemen
2 0 0 DAERAH Layanan ASN 90 | Persen 3.819.350.700 APBD 90 | Persen 3.395.756.000
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Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

Urusan/ Bidang Urusan . R
KODE Pemerintahan dan Program Indikator Kmega Program dan . Target Capaian Kebutuhan'Dar.la/ Sumber Cata'Fan Target Capaian Kebutuhan
dan Kegiatan Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Penting Kineria Dana/ Pagu
2026 Indikatif 2027
Pengadaan, Pemberhentian Presentase Fasilitasi Pengadaan,
2 | 2.01 0 | dan Informasi Kepegawaian Pemberhentian dan Informasi 100 | Persen 1.426.510.500 APBD 100 | Persen 1.470.750.000
ASN Kepegawaian ASN
Perumusan Bahan Kebiiakan Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM
2 | 2.01 1 J Perumusan Bahan Kebijakan Kab. 1 | Dokumen 35.000.000 APBD 1 | Dokumen 35.000.000
Pengadaan ASN
Pengadaan ASN Bandung
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Hasil
Kebutuhan, Jenis dan Penyusunan Rencana Kebutuhan BKPSDM
2201 | 2 utuhan, yusi utuhan, Kab. 1 | Dokumen 48.750.000 | APBD 1 | Dokumen 48.750.000
Jumlah Jabatan untuk Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Bandun
Pelaksanaan Pengadaan ASN Pelaksanaan Pengadaan ASN ung
Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah Dokumen Kegiatan BKPSDM
2201 3 ng o daa:n PaNS d‘fn PoPK Koordinasi dan Fasilitasi Kab. 2 | Dokumen 750.000.000 | APBD 2 | Dokumen 750.000.000
g Pengadaan PNS dan PPPK Bandung
Evaluasi Pengadaan ASN dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
21201 | 4 g P Kab. 1 | Laporan 15.000.000 APBD 1 | Laporan 15.000.000
Pengadaan ASN Pengadaan ASN
Bandung
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil kegiatan BKPSDM
2 | 2.01 6 .. . . Koordinasi Pelaksanaan Kab. 900 | Dokumen 100.000.000 APBD 900 | Dokumen 100.000.000
Administrasi Pemberhentian .. R .
Administrasi Pemberhentian Bandung
. . BKPSDM
2| 201 | 7 | Evaluasi Pemberhentian ASN | Jumiah Dokumen Hasil Evaluasi Kab. 1 | Dokumen 42.070.000 | APBD 1 | Dokumen 45.000.000
Pemberhentian ASN
Bandung
Fasilitasi Lembaga Profesi Jumlah Lembaga Profesi ASN yan BKPSDM
2201 8 g imah Lembag yang Kab. 2 | Lembaga 150.000.000 | APBD 2 | Lembaga 150.000.000
ASN Difasilitasi
Bandung
Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM
2201 |10 g . Pengelolaan Sistem Informasi Kab. 1 | Dokumen 260.160.000 APBD 1 | Dokumen 300.000.000
Kepegawaian .
Kepegawaian Bandung
. BKPSDM
2 | 2.01 | 11 | Pengclolaan Data Jumlah Dokumen Hasil Kab. 5000 | Dokumen 15.270.000 | APBD 5000 | Dokumen 16.000.000
Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Bandung
Evaluasi Data, Informasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
2 | 2.01 | 12 | Sistem Informasi Data, Informasi dan Sistem Kab. 1 | Laporan 10.260.500 APBD 1 | Laporan 11.000.000
Kepegawaian Informasi Kepegawaian Bandung
2| 2.02 | 0 | Mutasi dan Promosi ASN Prosentase ASN Yang Terfasilitasi 90 | Persen 677.834.200 | APBD 90 | Persen 690.000.000
Mutasi dan Promosi
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi Jabatan BKPSDM
2 1 2.02 | 1 | Pengelolaan Mutasi ASN Pimpinan Tinggi, Jabatan Kab. 40 | Dokumen 137.834.200 APBD 40 | Dokumen 150.000.000
Administrasi, Jabatan Pelaksana Bandung
dan Mutasi ASN antar Daerah
Pengelolaan Kenaikan Jumlah Pengelolaan Kenaikan BKPSDM
2202 | 2 £ g Kab. 1750 | Dokumen 140.000.000 | APBD 1750 | Dokumen 140.000.000
Pangkat ASN Pangkat ASN Bandung
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Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

Urusan/ Bidang Urusan . R
KODE Pemerintahan dan Program Indikator Kmega Program dan . Target Capaian Kebutuhan'Dar.la/ Sumber Cata'Fan Target Capaian Kebutuhan
dan Kegiatan Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Penting Kineria Dana/ Pagu
2026 Indikatif 2027
Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM
2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Promosi ASN - Kab. 2 | Dokumen 400.000.000 APBD 2 | Dokumen 400.000.000
Pengelolaan Promosi ASN
Bandung
2 | 2.03 | o | Pengembangan Kompetensi | Persentase Fasilitasi 100 | Persen 1.225.000.000 | APBD 100 | Persen 675.000.000
ASN Pengembangan ASN
Pengelolaan Assessment Jumlah Dokumen Pengelolaan BKPSDM
21203 2 g & Kab. 400 | Dokumen 700.000.000 APBD 100 | Dokumen 200.000.000
Center Assessment Center
Bandung
Pengelolaan Pendidikan Jumlah ASN yang Mendapatkan BKPSDM
21203 4 g an yang p Kab. 300 | Orang 350.000.000 | APBD 100 | Orang 300.000.000
Lanjutan ASN Pendidikan Lanjutan
Bandung
Sosialisasi dan Penyebaran Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi | BKPSDM
2 | 2.03 | 12 | Informasi Jabatan Fungsional | dan Penyebaran Informasi Jabatan Kab. 0 | Dokumen 0 APBD 0 | Dokumen 0
ASN Fungsional ASN Bandung
Pembinaan Jabatan Jumlah ASN Fungsional yan BKPSDM
21203 13 . oy & yang Kab. 2 | Orang 100.000.000 APBD 2 | Orang 100.000.000
Fungsional ASN Dibina
Bandung
Fasilitasi Pengembangan Jumlah ASN Jabatan Fungsional BKPSDM
2 | 2.03 | 14 | Karir dalam Jabatan yang Mendapatkan Layanan Kab. 8 | Orang 75.000.000 APBD 8 | Orang 75.000.000
Fungsional Pengembangan Karir Bandung
2 | 2.04 | o | Penilaian dan Evaluasi Persentase ASN Yang Berkinerja 95 | Persen 490.006.000 | APBD 95 | Persen 560.006.000
Kinerja Aparatur Baik
Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM
2| 2.04 1 | Penilaian dan Evaluasi Penyusunan Kebijakan Penilaian Kab. 1 | Dokumen 61.730.000 APBD 1 | Dokumen 61.730.000
Kinerja Aparatur dan Evaluasi Kinerja Aparatur Bandung
Pelaksanaan Penilaian dan Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM
21204 | 2 C e . Pelaksanaan Penilaian dan Kab. 2 | Dokumen 103.500.000 APBD 2 | Dokumen 103.500.000
Evaluasi Kinerja Aparatur S
Evaluasi Kinerja Aparatur Bandung
Evaluasi Hasil Penilaian dan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi BKPSDM
21204]| 3 e . Hasil Penilaian dan Evaluasi Kab. 0 | Laporan 0 APBD 0 | Laporan 0
Evaluasi Kinerja Aparatur L
Kinerja Aparatur Bandung
Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang Diberikan BKPSDM
21204 | 4 g . . yang Kab. 3 | Orang 141.000.000 | APBD 6 | Orang 211.000.000
Penghargaan Bagi Pegawai Penghargaan
Bandung
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Jumlah ASN yang Diberikan BKPSDM
2204 5 gelo g yang Kab. 326 | Orang 8.776.000 | APBD 326 | Orang 8.776.000
Pegawai Tanda Jasa
Bandung
BKPSDM
2 | 2.04 | 7 | Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Kab. 3 | Orang 40.000.000 | APBD 3 | Orang 40.000.000
Pembinaan Kedisiplinan
Bandung
Pencelolaan Penvelesaian Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan | BKPSDM
21204 | 8 g nye: Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kab. 20 | Laporan 80.000.000 APBD 20 | Laporan 80.000.000
Pelanggaran Disiplin ASN
ASN Bandung
. . BKPSDM
2| 2.04 | o | Pelayanan Proses Izin Jumlah Dokumen Proses Izin Kab. 40 | Dokumen 40.000.000 | APBD 40 | Dokumen 40.000.000
Perceraian Pegawai Perceraian Pegawai yang Dilayani Bandung
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Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

Urusan/ Bidang Urusan . R
KODE Pemerintahan dan Program Indikator Kmega Program dan . Target Capaian Kebutuhan'Dar.la/ Sumber Cata'Fan Target Capaian Kebutuhan
dan Kegiatan Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Penting Kineria Dana/ Pagu
2026 Indikatif 2027
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
2 | 2.04 | 10 | Evaluasi Disiplin ASN 1 Kab. 1 | Laporan 15.000.000 APBD 1 | Laporan 15.000.000
Disiplin ASN
Bandung
URUSAN PENDIDIKAN DAN
0 0 0 PELATIHAN 5.154.964.000 APBD 5.794.964.000
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Peningkatan
2 0 0 SUMBER DAYA MANUSIA Kompetensi ASN 85 | Persen 5.154.964.000 APBD 88 | Persen 5.794.964.000
2 | 2.01 | o | Pengembangan Kompetensi | Persentase ASN Yang Memenuhi 3 | Persen 820.000.000 | APBD 3 | Persen 1.320.000.000
Teknis Standar kompetensi
Penyusunan Kebijakan Teknis | Jumlah Kebijakan Teknis dan
dan rencana Pengembangan Rencana Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Kompetensi Teknis Umum, Inti,
Inti, dan pilihan bagi Jabatan | dan Pilihan bagi Jabatan BKPSDM
2 | 2.01 1 | Administrasi Penyelenggara Administrasi Penyelenggara Kab. 1 | Dokumen 35.000.000 APBD 1 | Dokumen 35.000.000
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Konkuren, Bandung
Konkuren, Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penunjang, dan
Penunjang, dan Urusan Urusan Pemerintahan Umum yang
Pemerintahan Umum Disusun
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan
pilihan bagi Jabatan o BKPSDM
2 2.01 | 3 | Administrasi Penyelenggara | J0iah ASN yang Mengikuti Kab. 765 | Orang 750.000.000 | APBD 1000 | Orang 1.250.000.000
. Pengembangan Kompetensi
Urusan Pemerintahan Bandung
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Pen}l?ma.a n, Pengoordinasian, Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi, Pemantauan, R X .
. Pembinaan, Pengoordinasian,
Evaluasi, dan Pelaporan O .
. Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,
Pengembangan Kompetens dan Pelaporan Pengembangan
Teknis umum, Inti, dan Kom eteflsi TekningmumgInti BKPSDM
2] 2.01 4 | pilihan bagi Jabatan pet X ’ ’ Kab. 1 | Dokumen 35.000.000 APBD 1 | Dokumen 35.000.000
. . dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara L - Bandung
. Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan .
Urusan Pemerintahan Konkuren,
Konkuren, Perangkat Daerah .
. Perangkat Daerah Penunjang, dan
Penunjang, dan Urusan .
- Urusan Pemerintahan Umum
Pemerintahan Umum
Sertifikasi, Kelembagaan, PS)Ziieﬁrll;[:ssie 23112 nl\ﬁ)e;gﬂ{:gﬂ
2 | 2.02 | 0 | Pengembangan Kompetensi ? g . 3 | Persen 4.334.964.000 APBD 3 | Persen 4.474.964.000
o - Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional — -
Manajerial dan Fungsional
Penyusunan Kebijakan Teknis | Jumlah Kebijakan Teknis dan
dan Rencana Sertifikasi Rencana Sertifikasi Kompetensi BKPSDM
21202 1 . b ’ Kab. 1 | Dokumen 5.000.000 APBD 1 | Dokumen 5.000.000
Kompetensi, Pengelolaan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga
- Bandung
Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber
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Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

Urusan/ Bidang Urusan . R
KODE Pemerintahan dan Program Indikator Kmega Program dan . Target Capaian Kebutuhan'Dar.la/ Sumber Cata'Fan Target Capaian Kebutuhan
dan Kegiatan Kegiatan Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Dana Penting Kineria Dana/ Pagu
2026 Indikatif 2027
Pengembang Kompetensi, Belajar, Kerja Sama,
Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi
Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan
Pimpinan Tinggi, dan Prajabatan,Serta Jabatan
Kepemimpinan dan Fungsional yang Disusun
Prajabatan,Sertajabatan
Fungsional
Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi di Lingkungan Jumlah ASN yang Tersertifikasi BKPSDM
2 | 2.02 pe NgRUng . yang Kab. 100 | Orang 100.000.000 | APBD 100 | Orang 100.000.000
Pemerintah Provinsi dan Lingkup Kabupaten/Kota
Bandung
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan . Jumlah Laporan Hasil
Pengembangan Kompetensi Penyelenggaraan Pengembangan
bagi Pimpinan Daerah, Korr}; e ter%fs;i bagi Pim ginan g BKPSDM
2 | 2.02 Jabatan Pimpinan Tingei, b gl tumpt L Kab. 434 | Laporan 4.199.964.000 | APBD 1000 | Laporan 4.339.964.000
. Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional, . Bandung
L Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan L .
. Kepemimpinan, dan Prajabatan
Prajabatan
Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Sertifikasi, Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Kelembagaan dan | Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi,
Tenaga Pengembang Pemantauan, Evaluasi, dan
Kompetensi, Pengelolaan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi BKPSDM
2 | 2.02 P ) Feng P ’ Kab. 1 | Dokumen 30.000.000 | APBD 1 | Dokumen 30.000.000
Sumber Belajar, dan Pengelolaan Kelembagaan dan
. . Bandung
Kerjasama, serta Tenaga Pengembang Kompetensi,
Pengembangan Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar, dan
Pimpinan Daerah, Jabatan Kerja Sama
Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Pengembanean Kompetensi Persentase ASN Mengikuti
2| 2,03 gen & b . Pengembangan Kompetensi 0 | Persen 0 0 | Persen 0
Pemerintahan Dalam Negeri - .
Pemerintahan Dalam Negeri
Penyelenggaraan Jumlah ASN yang Tersertifikasi BKPSDM
2| 2,03 Pengembangan Kompetensi Lulus Pengembangan Kompetensi Kab. 0 | Orang 0 APBD 0 | Orang 0
Pemerintahan Dalam Negeri Pemerintahan Dalam Negeri Bandung
Jumlah 2 8.974.314.700 9.190.720.000
Jumlah Total 39.340.457.000 39.855.878.000
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG

IV.1 Kebutuhan Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang
baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan
kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak
akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena
kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk
mendukung pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan
yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu
pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia-sia.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung,
Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung melakukan verifikasi dengan
dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa
semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bandung. RKA SKPD tahun 2026 Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bandung bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2026.

Berpedoman pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Kabupaten Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bandung tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung serta strategi
dan prioritas APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bandung mulai menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan
program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja
yang akan dicapai sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yaitu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
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Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya RKA-SKPD disampaikan
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepala
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung sebagai bahan
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Setelah Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
disetujui dan disyahkan oleh DPRD, serta mendapat persetujuan
Gubernur Jawa Barat, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung segera menyusun
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD). Proses mengenai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)
sama dengan anggaran sebelum adanya Perubahan. Untuk rencana
anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2026 sebesar Rp.
39.340.457.000 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh
Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Namun dana
sebesar itu belum tentu disetujui sepenuhnya oleh anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur Jawa Barat. Ada
kemungkinan satu atau lebih program dan kegiatan yang dipangkas

dananya.
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Tabel 4. 1 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM Tahun 2026

KODE Rancangan Akhir Tahun 2026
=]
m .
a » g § %0 Urusan/ Bidang Urusan
8 2 e b= () Pemerintahan dan Program dan Indikator Kinerja Program Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sgglr]f:r gz;i;in
£ D éo 'gﬂ g Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output) Kinerja Pagu Indikatif g
P3| a] & | @
m
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | - Nilai Sakip Perangkat Daerah 82.25 | Point 30.366.142.300,00 APBD
5 3 1 0 0 | PEMERINTAHAN DAERAH - Presentase Aset Dalam Kondisi 05 | Persen
KABUPATEN/KOTA Baik erse
Perencanaan, Penganggaran, dan .
5| 3| 1|201| 0 | Evaluasi Kinerja Perangkat Presentase Ketersedian Dokumen 100 | Persen 39.000.000,00 | APBD
Perencanaan dan Evaluasi
Daerah
BKPSDM
5 3 1 | 2.01 1 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. 4 | Dokumen 8.000.000 APBD
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bandung
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan BKPSDM
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi
5 3 1 jp201)2 Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Bai?i]il.n 2 | Dokumen 3.000.000 APBD
SKPD £
Jumlah Dokumen Perubahan BKPSDM
5 3 1 1201 3 Koordinasi dan Penyusunan RKA—S_KPD dan Laporan Hasil Kab. 2 | Dokumen 3.000.000 APBD
Dokumen Perubahan RKA SKPD Koordinasi Penyusunan Bandun
Dokumen Perubahan RKA-SKPD g
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan BKPSDM
Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Laporan Hasil Koordinasi
5 3 1 201 4 Kab. 2 | Dokumen 5.000.000 APBD
SKPD Penyusunan Dokumen DPA- Bandun
SKPD g
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan Pen, nan DPA-SKPD dan Laporan Hasil BKPSDM
5| 3| 1 |201]| 5 | Soordmasidan renyusuna AT can Laporan Has Kab. 2 | Dokumen 5.000.000 APBD
Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Bandun
Dokumen Perubahan DPA-SKPD g
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan gIa{r;]IDkél:rslaEaRZ?lalzaglaIS{illnerja BKPSDM
) 3 1 | 2.01 | 6 | Laporan Capaian Kinerja dan . -ap Kab. 1 | Laporan 3.000.000 APBD
. e Koordinasi Penyusunan Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD . . . Bandung
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
- . R . BKPSDM
5 3 1 1201 | 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kab. 7 | Laporan 10.000.000 APBD
Daerah Perangkat Daerah Bandung
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KODE Rancangan Akhir Tahun 2026
=t
(“ .
a B g g o0 Urusan/ Bidang Urusan
s £ gJ p= X Pemerintahan dan Program dan Indikator Kinerja Program Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sgglrllaaer g:ggﬁn
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Penyelenggaraan Walidata . BKPSDM
5| 3| 1 |201| 8 | Pendukung Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Hasil Kab. 1 | Dokumen 1.000.000 |  APBD
Penyelenggaraan Walidata
Daerah Bandung
Jumlah Data Statistik Sektoral
Pelaksanaan Pengumpulan Data Daerah yang Telah Dikumpulkan BKPSDM
513 |1 ]201|09 5 £1mp 2 yang L& P Kab. 70 | Data 1.000.000 |  APBD
Statistik Sektoral Daerah dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Bandung
Daerah
5 3 1 12021 o Administrasi Keuangan Persentase ketersediaan 100 | Persen 28.480.688.000 APBD
Perangkat Daerah dokumen keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima BKPSDM
5 3 1 (202 1 " : Kab. 65 | Orang/bulan 28.445.688.000 APBD
ASN Gaji dan Tunjangan ASN
Bandung
Koordinasi dan Penyusunan %Zgﬁ ihslk%%)?:nlf;iziinHiiﬁlr BKPSDM
5 3 1 | 2.02 | 5 | Laporan Keuangan Akhir Tahun . . b Kab. 1 | Laporan 15.000.000 APBD
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Bandun
Keuangan Akhir Tahun SKPD g
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/
Laporan Keuanean yu Semesteran SKPD dan Laporan BKPSDM
) 3 1 1202 | 7 b lang Koordinasi Penyusunan Laporan Kab. 8 | Laporan 20.000.000 APBD
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD Keuangan ) Bandung
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
5 3 112051 o Administrasi Kepegawaian Perger}tasg orang yang menglkl,}n 100 | Persen 5.000.000 APBD
Perangkat Daerah sosialisasi dan bimbingan teknis
. . BKPSDM
5 3|1 |205]| 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Kab. 1| Paket 5.000.000 | APBD
beserta Atribut Kelengkapan
Bandung
AT Jumlah Orang yang Mengikuti BKPSDM
5 3 1 |205] 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi Peraturan Perundang- Kab. 0 | Orang 0 APBD
Undangan
Undangan Bandung
o . . Jumlah Orang yang Mengikuti BKPSDM
5 3 1 |205]| 11 Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Teknis Implementasi Kab. 0 | Orang 0 APBD
Peraturan Perundang Undangan
Peraturan Perundang-Undangan Bandung
5 3 1 1206 0 Administrasi Umum Perangkat Persenjtase ketersediaan 100 | Persen 361.789.900 APBD
Daerah operasional perkantoran
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Penyediaan Komponen Instalasi fr?sﬂg };iPSI; gﬂi{;)g; flzl;laeg an BKPSDM
5 3 1 | 2.06 Listrik/Penerangan Bangunan & Kab. 1 | Paket 15.000.000 APBD
Bangunan Kantor yang
Kantor S o Bandung
Disediakan
Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan BKPSDM
5 3 1 | 206 | 2 Y Perlengkapan Kantor yang Kab. 2 | Paket 65.602.500 APBD
Perlengkapan Kantor .
Disediakan Bandung
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik BKPSDM
53| 1]206]| 4 Y & oo nan g Kab. 1 | Paket 20.000.000 |  APBD
Kantor Kantor yang Disediakan
Bandung
Penvediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan BKPSDM
5 3 1 1206 | 5 Y g dan Penggandaan yang Kab. 1 | Paket 69.187.400 APBD
Penggandaan s
Disediakan Bandung
Penvediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | BKPSDM
5 3 1 |206| 6 Y dan Peraturan Perundang- Kab. 3 | Dokumen 11.000.000 APBD
Peraturan Perundang-undangan .
Undangan yang Disediakan Bandung
Jumlah Laporan Fasilitasi BKPSDM
5 3 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu - Kab. 12 | Laporan 15.000.000 APBD
Kunjungan Tamu
Bandung
Penvelengearaan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan | BKPSDM
5| 3| 1]206]| 09 yeengs pat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kab. 150 | Laporan 166.000.000 APBD
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD Bandung
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase ketersediaan baran
5 3 1 | 2.07 | 0 | Penunjang Urusan Pemerintah o g 100 | Persen 47.761.800 APBD
milik daerah
Daerah
. . . BKPSDM
5 3 1 12071 6 Pepgadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Pe.ralat.an dan Mesin Kab. 8 | Unit 47.761.800 APBD
Lainnya Lainnya yang Disediakan
Bandung
Penyediaan Jasa Penunjang Presentase Ketersedian Jasa
> 3 1]208]0 Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Perangkat Daerah 100 | Persen 1.297.992.600 APBD
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa BKPSDM
) 3 1 | 2.08 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat p ¥ Kab. 9000 | Laporan 40.000.000 APBD
Surat Menyurat
Bandung
Penvediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | BKPSDM
5 3 1 ]1208 | 2 y - e Komunikasi, Sumber Daya Air Kab. 1 | Laporan 34.202.460 APBD
Sumber Daya Air dan Listrik . Y
dan Listrik yang Disediakan Bandung
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Penvediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | BKPSDM
5 3 1 ]1208 | 3 Perl}e]:n gkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kab. 0 | Laporan 0 APBD
p Kantor yang Disediakan Bandung
Penvediaan Jasa Pelavanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | BKPSDM
5 3 1 |1208 | 4 4 4 Pelayanan Umum Kantor yang Kab. 12 | Laporan 1.223.790.140 APBD
Umum Kantor .
Disediakan Bandung
Pemeliharaan Barang Milik Persentase aset dalam kondisi
5 3 1 | 2.09 | 0 | Daerah Penunjang Urusan bai 95 | Persen 133.910.000 APBD
. aik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau Lapangan yan BKPSDM
5 13| 1]209]| 2 ya » Lajax, pera | Lapangan yang Kab. 18 | Unit 113.950.000 | APBD
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak
- .. Bandung
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin BKPSDM
5 3 1 209 6 . . . o Kab. 26 | Unit 19.960.000 APBD
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Bandung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan BKPSDM
5 3 1 | 2.09 | 9 | Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang Kab. 0 | Unit 0 APBD
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Bandung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan BKPSDM
5 3 1 |209 |11 . Kab. 0 | Unit 0 APBD
Pendukung Gedung Kantor atau Lainnya yang Bandun
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi g
Jumlah 1 30.366.142.300
PROGRAM KEPEGAWAIAN Rata-rata Persentase Manajemen
5 3 2 0 0 DAERAH Layanan ASN 90 | Persen 3.819.350.700 APBD
Pencadaan. Pemberhentian dan Presentase Fasilitasi Pengadaan,
5 3 2 (201 0 g L) . Pemberhentian dan Informasi 100 | Persen 1.426.510.500 APBD
Informasi Kepegawaian ASN .
Kepegawaian ASN
Perumusan Bahan Kebiiakan Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM
5 3 2 | 2.01 1 J Perumusan Bahan Kebijakan Kab. 1 | Dokumen 35.000.000 APBD
Pengadaan ASN
Pengadaan ASN Bandung
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Penvusunan Rencana Jumlah Dokumen Hasil
Kebﬁuhan Jenis dan Jumlah Penyusunan Rencana BKPSDM
5 3 2 2.01 2 ’ Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Kab. 1 | Dokumen 48.750.000 APBD
Jabatan untuk Pelaksanaan
Pengadaan ASN Jabatan untuk Pelaksanaan Bandung
Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah Dokumen Kegiatan BKPSDM
5 3 2 |201| 3 Pencadaan PNS dan PPPK Koordinasi dan Fasilitasi Kab. 2 | Dokumen 750.000.000 APBD
g Pengadaan PNS dan PPPK Bandung
Evaluasi Pengadaan ASN dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
5 3 2 201 4 Kab. 1 | Laporan 15.000.000 APBD
Pengadaan ASN Pengadaan ASN
Bandung
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil kegiatan BKPSDM
5 3 2 | 201 6 . . . Koordinasi Pelaksanaan Kab. 900 | Dokumen 100.000.000 APBD
Administrasi Pemberhentian . . .
Administrasi Pemberhentian Bandung
. . BKPSDM
5| 3| 2 |201| 7 | Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi | 'y, 1 | Dokumen 42.070.000 | APBD
Pemberhentian ASN
Bandung
. BKPSDM
5| 3| 2 |201| 8 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN Kab. 2 | Lembaga 150.000.000 | APBD
yang Difasilitasi
Bandung
Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM
5 3 2 |201] 10 g . Pengelolaan Sistem Informasi Kab. 1 | Dokumen 260.160.000 APBD
Kepegawaian .
Kepegawaian Bandung
Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM
5 3 2 | 2.01 | 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian . Kab. 5000 | Dokumen 15.270.000 APBD
Pengelolaan Data Kepegawaian
Bandung
Evaluasi Data. Informasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
5 3 2 | 201] 12 . - - Data, Informasi dan Sistem Kab. 1 | Laporan 10.260.500 APBD
Sistem Informasi Kepegawaian - .
Informasi Kepegawaian Bandung
5 3|2 |202]| 0 | Mutasi dan Promosi ASN Prosentase ASN Yang Terfasilitasi 90 | Persen 677.834.200 | APBD
Mutasi dan Promosi
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi Jabatan BKPSDM
5 3 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Mutasi ASN Pimpinan Tinggi, Jabatan Kab. 40 | Dokumen 137.834.200 APBD
Administrasi, Jabatan Pelaksana Bandung
dan Mutasi ASN antar Daerah
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. . BKPSDM
5 3 2 | 202 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jumlah Pengelolaan Kenaikan Kab. 1750 | Dokumen 140.000.000 APBD
ASN Pangkat ASN
Bandung
. BKPSDM
5 | 3|2 |202]| 3 | Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Kab. 2 | Dokumen 400.000.000 | APBD
Pengelolaan Promosi ASN
Bandung
5 3 2 | 2.083 | 0 | Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Fasilitasi 100 | Persen 1.225.000.000 APBD
Pengembangan ASN
Jumlah Dokumen Pengelolaan BKPSDM
5 3 2 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Assessment Center Kab. 400 | Dokumen 700.000.000 APBD
Assessment Center
Bandung
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | Jumlah ASN yang Mendapatkan BKPSDM
5013|2203/ 4 g J an yang p Kab. 300 | Orang 350.000.000 | APBD
ASN Pendidikan Lanjutan
Bandung
Sosialisasi dan Penyebaran égg;;i};aZ?g:f;gnHiiiran BKPSDM
5 3 2 | 2.03 | 12 | Informasi Jabatan Fungsional . Y . Kab. 0 | Dokumen 0 APBD
Informasi Jabatan Fungsional
ASN Bandung
ASN
. . . BKPSDM
5 3 2 | 20313 Pembinaan Jabatan Fungsional Jgn}lah ASN Fungsional yang Kab. 2 | Orang 100.000.000 APBD
ASN Dibina
Bandung
Fasilitasi Pengembanean Karir Jumlah ASN Jabatan Fungsional BKPSDM
5 3 2 | 203 ]| 14 g g yang Mendapatkan Layanan Kab. 8 | Orang 75.000.000 APBD
dalam Jabatan Fungsional .
Pengembangan Karir Bandung
5 3 2 | 204 0 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Per.sentase ASN Yang Berkinerja 95 | Persen 490.006.000 APBD
Aparatur Baik
Penvusunan Kebiiakan Penilaian Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM
5 3 2 1204 |1 yu ebya Penyusunan Kebijakan Penilaian Kab. 1 | Dokumen 61.730.000 APBD
dan Evaluasi Kinerja Aparatur R
dan Evaluasi Kinerja Aparatur Bandung
Pelaksanaan Penilaian dan Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM
5 3 2 204 | 2 P Pelaksanaan Penilaian dan Kab. 2 | Dokumen 103.500.000 APBD
Evaluasi Kinerja Aparatur P
Evaluasi Kinerja Aparatur Bandung
Evaluasi Hasil Penilaian dan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi BKPSDM
5 3 2 1204 3 RS Hasil Penilaian dan Evaluasi Kab. 0 | Laporan 0 APBD
Evaluasi Kinerja Aparatur L
Kinerja Aparatur Bandung
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. o BKPSDM
5 3 2 | 204 | 4 Pengelolaan Pembprlan . Jumlah ASN yang Diberikan Kab. 3 | Orang 141.000.000 APBD
Penghargaan Bagi Pegawai Penghargaan Bandung
. — BKPSDM
5 3 2 204 5 Pengelo.laan Tanda Jasa Bagi Jumlah ASN yang Diberikan Kab. 326 | Orang 8.776.000 APBD
Pegawai Tanda Jasa
Bandung
BKPSDM
5| 3| 2 |204| 7 | Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Kab. 3 | orang 40.000.000 |  APBD
Pembinaan Kedisiplinan
Bandung
Pengelolaan Penvelesaian Jumlah Laporan Hasil BKPSDM
5 3 2 204 8 Pela%q aran Dis%, lin ASN Pengelolaan Penyelesaian Kab. 20 | Laporan 80.000.000 APBD
g8 p Pelanggaran Disiplin ASN Bandung
Pelayanan Proses Izin Perceraian Jumlah Dokumen Proses Izin BKPSDM
53| 2|204]09 yan . . ; . Kab. 40 | Dokumen 40.000.000 |  APBD
Pegawai Perceraian Pegawai yang Dilayani Bandung
. . BKPSDM
5 | 3| 2 |204]| 10 | Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kab. 1 | Laporan 15.000.000 | APBD
Disiplin ASN Bandung
URUSAN PENDIDIKAN DAN
5 4 0 0 0 PELATIHAN 5.154.964.000 APBD
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Peningkatan
5 4 2 0 0 SUMBER DAYA MANUSIA Kompetensi ASN 85 | Persen 5.154.964.000 APBD
5 4 2 | 201 0 Pengt.embangan Kompetensi Persentase ASN Yagg Memenuhi 3 | Persen 820.000.000 APBD
Teknis Standar kompetensi
Penyusunan Kebijakan Teknis Jumlah Kebijakan Teknis dan
Rencana Pengembangan
dan rencana Pengembangan . - .
. H . Kompetensi Teknis Umum, Inti,
Kompetensi Teknis Umum, Inti, s .
dan pilihan bagi Jabatan dan Pilihan bagi Jabatan BKPSDM
5 4 2 | 2.01 1 .. . Administrasi Penyelenggara Kab. 1 | Dokumen 35.000.000 APBD
Administrasi Penyelenggara .
. Urusan Pemerintahan Konkuren, | Bandung
Urusan Pemerintahan Konkuren, .
. Perangkat Daerah Penunjang,
Perangkat Daerah Penunjang, .
. dan Urusan Pemerintahan Umum
dan Urusan Pemerintahan Umum -
yang Disusun
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Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti,
dan pilihan bagi Jabatan . BKPSDM
5| 4| 2 |201| 3 | Administrasi Penyelenggara Jumiah ASN yang Mengiluti Kab. 765 | Orang 750.000.000 |  APBD
Urusan Pemerintahan Konkuren, g g p Bandung
Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum
. . . Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan, Pengoordinasian, . X .
e . Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, ey .
Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,
dan Pelaporan Pengembangan dan Pelaporan Pengembangan
Kompetensi Teknis umum, Inti, Kompe tell?lsi TekningmumgInti BKPSDM
5 4 2 | 2.01 | 4 | dan pilihan bagi Jabatan pet . ’ ’ Kab. 1 | Dokumen 35.000.000 APBD
.. . dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara . . Bandung
. Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Konkuren, R
. Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang, -
. Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum .
dan Urusan Pemerintahan Umum
) 4 2 | 2.02 | 0 | Pengembangan Kompetensi ? g . 3 | Persen 4.334.964.000 APBD
. - Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional L -
Manajerial dan Fungsional
Penyusunan Keb1J.akan 'Tekms Jumlah Kebijakan Teknis dan
dan Rencana Sertifikasi - . .
. Rencana Sertifikasi Kompetensi,
Kompetensi, Pengelolaan
Pengelolaan Kelembagaan,
Kelembagaan, Tenaga Tenaga Pengembang Kompetensi
Pengembang Kompetensi, Sumlfer Belga'ar Ke%'a Sarlrola > | BKPSDM
5 4 2 | 2.02 | 1 | Sumber Belajar, Kerjasama, Jar, J A Kab. 1 | Dokumen 5.000.000 APBD
. Pengembangan Kompetensi
Pengembangan Kompetensi Lo Bandung
.o Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Daerah, Jabatan L A S
L . . L Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan .
. . dan Prajabatan,Serta Jabatan
dan Prajabatan,Sertajabatan . .
. Fungsional yang Disusun
Fungsional
Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi di Lingkungan Jumlah ASN yang Tersertifikasi BKPSDM
5| 4| 2]|202]| 3 pe nexung . yang Kab. 100 | Orang 100.000.000 APBD
Pemerintah Provinsi dan Lingkup Kabupaten/Kota
Bandung
Kabupaten /Kota
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Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan Pengembangan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Korr}ll e teﬁii bagi Pimginan & BKPSDM
5| 4 | 2 |202]| 7 | Daerah, Jabatan Pimpinan p 81 timpr Kab. 434 | Laporan 4.199.964.000 APBD
T . . Daerah, Jabatan Pimpinan
inggi, Jabatan Fungsional, RN . Bandung
. . Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan . .
Kepemimpinan, dan Prajabatan
Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, | Jumlah Dokumen Hasil
dan Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi,
Sertifikasi, Pengelolaan Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,
Kelembagaan dan Tenaga dan Pelaporan Pelaksanaan BKPSDM
5 4 2 | 2.02 | 8 | Pengembang Kompetensi, Sertifikasi, Pengelolaan Kab. 1 | Dokumen 30.000.000 APBD
Pengelolaan Sumber Belajar, dan | Kelembagaan dan Tenaga Bandung
Kerjasama, serta Pengembangan Pengembang Kompetensi,
Kompetensi Pimpinan Daerah, Pengelolaan Sumber Belajar, dan
Jabatan Pimpinan Tinggi, Kerja Sama
Kepemimpinan, dan Prajabatan
Pengembangan Kompetensi Persentase ASN Mengikuti
5 4 2 1203| 0 gen g p . Pengembangan Kompetensi 0.00% | Persen 0
Pemerintahan Dalam Negeri - .
Pemerintahan Dalam Negeri
Penyelenggaraan Pengembangan Jumlah ASN yang Tersertifikasi BKPSDM
5 4 2 | 2,03 | 2 | Kompetensi Pemerintahan Dalam | Lulus Pengembangan Kompetensi Kab. 0 | Orang 0 APBD
Negeri Pemerintahan Dalam Negeri Bandung
Jumlah 2 8.974.314.700
Jumlah Total 39.340.457.000
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Bandung yang disusun dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPMJD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan
kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bandung berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah,
sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian
pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun
2026 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang
mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
pelayanan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang
telah dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Bandung dengan memperhatikan
kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Bandung 2026 diharapkan mampu
mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan
untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan
sasaran penyelenggaraan program - program Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung untuk
2026.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bandung 2026 merupakan penguatan peran para stakeholders dalam
pelaksanaan rencana kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, nantinya menjadi dasar
Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) tahunan.
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V.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten
Bandung Tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai
aspek strategis sebagai dasar penetapan arah kebijakan
pembangunan sumber daya aparatur daerah. Salah satu hal yang
menjadi perhatian utama adalah pentingnya memastikan keterkaitan
dan konsistensi antara dokumen Renja dengan kebijakan
pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah sebagaimana
tertuang dalam RKPD, serta Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2025
2029.

Proses penyusunan Renja dilakukan secara terencana dan
sistematis dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi,
akuntabilitas, serta keberlanjutan program. Seluruh program dan
kegiatan dirancang berdasarkan kebutuhan riil organisasi, didukung
oleh indikator kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi. Selain itu,
penyusunan Renja juga memperhatikan dinamika regulasi serta isu-
isu strategis dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia, sehingga diharapkan mampu memberikan arah
pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM yang lebih terfokus dan
adaptif.

V.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten
Bandung Tahun 2026 wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance). Seluruh program,
kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja telah
dievaluasi dari tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan harus mengedepankan
akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta ketepatan waktu dan
sasaran. Proses pelaksanaan juga harus disertai dengan mekanisme
pelaporan yang dilakukan secara berkala, baik secara elektronik
melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) maupun secara
manual apabila terjadi kendala teknis. Pelaporan hasil pelaksanaan

Renja menjadi bagian integral dalam proses evaluasi dan merupakan
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bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan tahun

anggaran berikutnya.

V.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai bagian akhir dari siklus perencanaan tahunan,
pelaksanaan Renja memerlukan tindak lanjut yang terstruktur dan
berkelanjutan. Tindak lanjut ini tidak hanya dimaksudkan sebagai
bentuk penyempurnaan terhadap pelaksanaan kegiatan tahun
berjalan, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan
dan penganggaran tahun berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan
pelaksanaan Renja tidak hanya diukur dari capaian program dan
kegiatan, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam melakukan
evaluasi serta merumuskan langkah-langkah perbaikan secara
sistematis dan berorientasi ke depan.Rencana Tindak Lanjut dari

pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2026 meliputi:

1. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan

Melakukan evaluasi berkala atas capaian program dan kegiatan
sebagai dasar perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.

2. Penyempurnaan Perencanaan Tahun Berikutnya
Menggunakan hasil evaluasi sebagai masukan dalam menyusun
Renja tahun 2027 dan menyesuaikan strategi sesuai dengan
dinamika kebutuhan pembangunan sumber daya aparatur.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi
aparatur pelaksana perencanaan agar kualitas dokumen dan

pelaksanaan Renja meningkat.
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4. Digitalisasi Proses Perencanaan dan Pelaporan
Memperkuat penggunaan sistem informasi seperti SIPD untuk
menyusun, mengawal, dan mengevaluasi Renja secara

transparan, efisien, dan terintegrasi.
Soreang, 14 Juli 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Ttd

TATANG KUSNAWAN

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA



